KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
\ DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA
NOMOR : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;;

b. Bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan
kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan
kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan
masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan
Publik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai
Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang Standar
Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

No o

9. Peraturan...
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Kehutanan;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

15.Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan
Convention on International Trade in Endangered Spesies (CITES) of
Wild Fauna and Flora;

16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-11/2005 tentang
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-11/2013 tentang
Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk
Lembaga Konservasi;

18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.86/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016  Tentang Penetapan Harga
Patokan Tumbuhan Dan Satwa Liar Di Dalam Negeri Atau Di Luar
Negeri;

20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik;

22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya
Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas
Pemanfaatannya;

23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi;

24.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-
2024;

25.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaran
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

26. Peraturan...
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26.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem;

27.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun
2023 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;

28.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun
2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar;

29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (nol
rupiah) diKawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman
Buru dan Hutan Alam;

30.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-11/2003 tentang
Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam Selaku Pelaksana Otoritas Pengelola (Managaement Authority)
CITES di Indonesia;

31.Keputusan Menteri Kehutanan nomor 447/Kpts-11/2003 tentang Tata
Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan
dan Satwa Liar; 31. Peraturan Direktur Jenderal PHKA No:
7/\V-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam,
Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM PAPUA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI
BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA

KESATU . Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Papua meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan
Berusaha Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum

2. Standar Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan
Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

3. Standar Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan
Berusaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam/Luar Negeri;

4. Standar Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan
Berusaha Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL);

5. Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pengambilan/Penangkapan
Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL);

6. Standar Pelayanan Penerbitan Izin Akses Sumber Daya Genetik Non
Komersi al Jenis Tidak Dilindungi Bagi Pemohon Dalam Negeri;

7. Standar Pelayanan Permohonan SIMAKSI;

8. Peraturan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan :

8. Standar Pelayanan Surat Angkut Tumbuhan Dan Satwa Liar Dalam
Negeri (SATS-DN) Komersial Yang Belum  Dilimpahkan
Kewenangannya Kepada Bidang Ksda Wilayah Dan Seksi Konservasi
Wilayah;

9. Standar Pelayanan Surat Angkut Tumbuhan Dan Satwa Liar Dalam
Negeri  (SATS-DN) Komersial Yang Telah  Dilimpahkan
Kewenangannya Kepada Bidang Ksda Wilayah Dan Seksi Konservasi
Wilayah;

10.Standar Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan
Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam
(PBPSWA);

11. Standar Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan
Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi;

12.Format Proposal Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi Untuk
Kepentingan Umum;

13.Format Rencana Karya Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi
Untuk Kepentingan Umum;

14.Format Rencana Karya Perizinan Berusaha Penangkaran Tumbuhan
Dan Satwa Liar;

15.Format Proposal Perizinan Berusaha Peragaan Jenis Tumbuhan Dan
Satwa Liar;

16.Format Rencana Karya Perizinan Berusaha Peredaran Dalam Negeri /
Luar Negeri Tumbuhan Dan Satwa Liar.

. Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib

dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan
sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala
Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADATANGGAL : 31 Mei 2024

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP. 19721002 199903 1 001

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE
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Lampiran 1 :

Nomor

Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang

Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua

SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA
LEMBAGA KONSERVASI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1

Persyaratan

Pemohon dapat berupa :

a. Badan usaha milik Negara
b. Badan Usaha Milik Daerah
c. Perseroan Terbatas

d. Koperasi

2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar

KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
a. Proposal
b. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis dari Balai Besar atau

Bidang/SKW setempat
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
d. Persetujuan Lingkungan
e. Rencana Karya pengelolaan Lembaga Konservasi untuk

Kepentingan Umum
f. Rencana tapak (site plan)
g. Peta lokasi rencana kegiatan
h. Bukti kepemilikan atau legalitas lahan dan bangunan yang sah
i. Pakta Integritas dalam bentuk akta notaris
j. Persetujuan Lingkungan
k. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir
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Keterangan :

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui contact
person 082233500396, Call center 082397709728 atau email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan diteruskan kepada kepala Balai Besar untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja Pemanfaatan
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10.

11.

dan Pelayanan membuat konsep Pertimbangan Teknis Perizinan
Berusaha Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum
Telaahan dan konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha
Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum disampaikan
kepada kepala Balai Besar untuk mendapat persetujuan

Apabila konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga
Konservasi Untuk Kepentingan Umum belum disetujui Kepala Balai
Besar maka dikembalikan ke Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
untuk diperbaiki

Apabila konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga
Konservasi Untuk Kepentingan Umum telah disetujui Kepala Balai
Besar maka Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan membuat
Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi
Untuk Kepentingan Umum kemudian diparaf oleh Kepala Bidang
Tenis dan Kepala Bagian Tata Usaha

Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi
Untuk Kepentingan Umum ditandatangani Kepala Balai Besar
Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi
Untuk Kepentingan Umum diserahkan ke pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 7 (tujuh) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penelaahan, disampaikan hasil
kegiatan no 1. Jika telah sesuai maka diterbitkan Rekomendasi, jika
tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

Biaya

Tidak dipungut

Produk Pelayanan

Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi Untuk
Kepentingan Umum yang berlaku 1 (satu) tahun

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui :

1.

2.
3.
4

Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA
Papua

Telp. : (0967) 581596

Call center : 082397709728

Email . bbksdapapua@yahoo.co.id

PENG

ELOLAAN PELAYANAN

Dasar Hukum

1.

2.

9.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaran
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun 2023 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan dan
Satwa Liar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga
Konservasi

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/2003 tentang Tata
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Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan
dan Satwa

Sarana dan 1. Ruang tunggu
Prasarana dan/atau |2. Dispenser
Fasilitas 3. Komputer
4. Printer
5. Scanner
Kompetensi 1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar
7. Memiliki pengetahuan tentang pemeriksaan persiapan teknis
Lembaga Konservasi
Pengawasan 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini
Internal dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Balai Besar KSDA Papua

Jumlah Pelaksana

5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan |1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan dan tidak dipungut biaya
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus disampaikan
kepada pemohon
3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan
Jaminan Keamanan |1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
dan Keselamatan menjaga keamanan dan ketertiban kantor
Pelayanan 2. Petugas yang melakukan pemeriksaan ke lokasi minimal berjumlah
2 (dua) orang.
Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
Pelaksana a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat
b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: JAYAPURA
: 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 2 :

Nomor

Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang

Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua

SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA

PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1

Persyaratan

Pemohon dapat berupa :

a. Orang perseorangan

b. Badan Usaha Milik Negara
c. Badan Usaha MilikDaerah
d. Perseroan Terbatas

e. Persekutuan komanditer
f. Badan usaha milik desa

g. Koperasi

2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:

a. Proposal untuk pemohon baru dan Rencana Kerja Lima Tahun

(RKL) untuk pemohon perpanjangan
b. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis dari Balai Besar

KSDA Papua
c. Dokumen Legalitas Asal Usul Induk, Benih atau Bibit
d. Persetujuan Lingkungan
e. Pakta Integritas bermaterai
f. Surat Pernyataan Komitmen Dilampiri Dengan Rekening Koran
g. bukti pembayaran iuran Perizinan Berusaha Penangkaran Jenis

TSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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Keterangan :

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui contact
person 082233500396, Call center 082397709728 atau email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan diteruskan kepada kepala Balai Besar untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja Pemanfaatan
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10.

11.

dan Pelayanan membuat konsep Pertimbangan Teknis Perizinan
Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Telaahan dan konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar disampaikan kepada
kepala Balai Besar untuk mendapat persetujuan

Apabila konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar belum disetujui Kepala
Balai Besar maka dikembalikan ke Pokja Pemanfaatan dan
Pelayanan untuk diperbaiki

Apabila konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telah disetujui Kepala Balai
Besar maka Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan membuat
Pertimbangan Teknis kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Tenis
dan Kepala Bagian Tata Usaha

Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Penangkaran Tumbuhan
dan Satwa Liar ditandatangani Kepala Balai Besar

Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Penangkaran Tumbuhan
dan Satwa Liar diserahkan ke pemohon

Jangka Waktu
Pelayanan

Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 7 (tujuh) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penelaahan, disampaikan hasil
kegiatan no 1. Jika telah sesuai maka diterbitkan Rekomendasi, jika
tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

Biaya

Tidak dipungut

Produk Pelayanan

Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Penangkaran Tumbuhan dan
Satwa Liar yang berlaku 1 (satu) tahun

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui :

1.

Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA
Papua

Telp. : (0967) 581596

Call center : 082397709728

Email . bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANA

Dasar Hukum

il - B

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-11/2005 tanggal 19
Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaran
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan
dan Satwa Liar

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/2003 tentang Tata
Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran Tumbuhan
dan Satwa

2

Sarana dan

1.

Ruang tunggu
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Prasarana dan/atau
Fasilitas

ok wbd

Dispenser
Komputer
Printer
Scanner

Kompetensi
Pelaksana

aoRrwWON~

o

Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Komputer

Menguasai Tata Bahasa yang baik

Memahami peraturan perundang-undangan

Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan

Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar

Memiliki pengetahuan tentang pemeriksaan persiapan teknis
penangkaran tumbuhan dan satwa liar

Pengawasan
Internal

Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
Diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

Pelayanan ini

Jumlah Pelaksana

5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan |1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan dan tidak dipungut biaya
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus disampaikan
kepada pemohon
3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan
Jaminan Keamanan |1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
dan Keselamatan menjaga keamanan dan ketertiban kantor
Pelayanan 2. Petugas yang melakukan pemeriksaan ke lokasi minimal berjumlah
2 (dua) orang.
Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
Pelaksana a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat
b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: JAYAPURA
: 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 3 :

Nomor

Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang

Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua

SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERIZINAN BERUSAHA PEREDARAN JENIS
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM ATAU LUAR NEGERI

No

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1

Peryaratan

1. Pemohon dapat berupa :
a. Badan Usaha Milik Negara
b. Badan Usaha MilikDaerah
c. Perseroan Terbatas
d. Koperasi
2. Permohonan diajukan kepada Kepala Balai Besar KSDA Papua
yang dilengkapi dengan:
a. Proposal untuk pemohon baru dan RKT untuk pemohon
perpanjangan
b. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis dari Balai Besar
KSDA Papua
c. Persetujuan Lingkungan
d. Pakta Integritas yang bermaterai
e. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

v
1 2,3 - 4
Permohonan Agenda dan o Verifikasi Lengkap/
Masuk Disposisi ld Permohonan ’ tidak

Setuju/
Tidak

Telaah dan Konsep
Rekomendasi

1
Rekomendasi Tan:a tangan dan
dikirim/ diambil enomoran
Rekomendasi

Keterangan :

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui contact
person 082233500396, Call center 082397709728 atau email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan diteruskan kepada kepala Balai Besar untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

6. Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan membuat konsep Rekomendasi
Perizinan Berusaha Peredaran Dalam/Luar Negeri

7. Telaahan dan konsep Rekomendasi Perizinan Berusaha
Peredaran Dalam/Luar Negeri disampaikan kepada kepala Balai
Besar untuk mendapat persetujuan

8. Apabila konsep Rekomendasi Perizinan Berusaha Peredaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



10.

11.

Dalam/Luar Negeri belum disetujui Kepala Balai Besar maka
dikembalikan ke Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan untuk
diperbaiki

Apabila konsep Rekomendasi Perizinan Berusaha Peredaran
Dalam/Luar Negeri telah disetujui Kepala Balai Besar maka Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan membuat Rekomendasi Perizinan
Berusaha Peredaran Dalam/Luar Negeri kemudian diparaf oleh
Kepala Bidang Tenis dan Kepala Bagian Tata Usaha
Rekomendasi Perizinan Berusaha Peredaran Dalam/Luar Negeri
ditandatangani Kepala Balai Besar

Rekomendasi Perizinan Berusaha Peredaran Dalam/Luar Negeri
diserahkan ke pemohon

Jangka Waktu

Pelayanan

Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 5 (lima) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelaahan, disampaikan hasil
kegiatan no 1. Jika telah sesuai maka diterbitkan Rekomendasi,
jika tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

Biaya

Tidak dipungut

Produk Pelayanan

Rekomendasi Perizinan Berusaha Peredaran Dalam / Luar Negeri

Penanganan
Pengaduan,
dan

Masukan/Apresiasi

Saran

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui :

1.

2.
3.
4

Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA
Papua
Telp.

Call center
Email

: (0967) 581596
: 082397709728
. bbksdapapua@yahoo.co.id

PENG

ELOLAAN PELAYANAN

1.

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada
Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun 2023 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan dan
Satwa Liar

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/2003 tentang
Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran
Tumbuhan dan Satwa

Sarana dan
Prasarana dan/atau
Fasilitas

Ruang tunggu
Dispenser
Komputer
Printer
Scanner

Kompetensi
Pelaksana

o e R e

Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
Menguasai Komputer
Menguasai Tata Bahasa yang baik
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Memahami peraturan perundang-undangan

5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan

6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar

7. Memiliki pengetahuan tentang pemeriksaan persiapan teknis
peredaran tumbuhan dan satwa liar

Pengawasan Internal |1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini

dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Balai Besar KSDA Papua

Jumlah Pelaksana

5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan

1.

Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan dan tidak dipungut biaya

2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

Jaminan Keamanan |1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
dan Keselamatan menjaga keamanan dan ketertiban kantor
Pelayanan 2. Petugas yang melakukan pemeriksaan ke Ilokasi minimal
berjumlah 2 (dua) orang.
Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
Pelaksana a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat
b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

NIP 19721002 199903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lampiran 4 :

Nomor

Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua

SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA

PERAGAAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

No

KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1 Peryaratan 1. Pemohon dapat berupa :

a. Badan Usaha Milik Negara
b. Badan Usaha MilikDaerah
c. Perseroan Terbatas
d. Koperasi
2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:
a. Proposal untuk pemohon baru dan RKT untuk pemohon
perpanjangan
b. Berita Acara Pemeriksaan asal usul jenis TSL dan sarana
prasarana dari Balai Besar KSDA Papua
sertifikasi atau penandaan jenis TSL
surat keterangan kesehatan satwa untuk jenis satwa liar hidup
dari instansi yang berwenang
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP)
Persetujuan Lingkungan
Pakta Integritas yang bermaterai
Sertifikat Standar yang belum terverifikasi
Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan
Umum (jika telah memiliki)

oo

P TQ ™o

dan

2 Sistem Mekanisme 5

Prosedur

Lengkap/
tidak

\4

1
v
1 2,3 I 4
Permohonan Agenda dan verifikasi
Masuk Disposisi Permohonan >
" Tanda tangan dan
Rekomendasi o
dikirim/ diambil enomoran
Rekomendasi

Setuju/
Tidak

Telaah dan Konsep
Rekomendasi

Keterangan :

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui contact
person 082233500396, Call center 082397709728 atau email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan diteruskan kepada kepala Balai Besar untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan
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11.

Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan membuat konsep Pertimbangan
Teknis Perizinan Berusaha Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar
Telaahan dan konsep Rekomendasi Perizinan Berusaha
Peredaran Luar Negeri disampaikan kepada kepala Balai Besar
untuk mendapat persetujuan

Apabila konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha
Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar belum disetujui Kepala Balai
Besar maka dikembalikan ke Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
untuk diperbaiki

Apabila konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha
Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar telah disetujui Kepala Balai
Besar maka Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan membuat
Pertimbangan Teknis kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Teknis
dan Kepala Bagian Tata Usaha

Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Peragaan Tumbuhan
dan Satwa Liar ditandatangani Kepala Balai Besar

Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Peragaan Tumbuhan
dan Satwa Liar diserahkan ke pemohon

3 Jangka Waktu
Pelayanan

Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Peragaan Jenis TSL
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh
operator pelayanan publik bidang pemanfaatan TSL

Telaah dokumen permohonan dan persyaratan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak BAP diterbitkan

Berdasarkan hasil telaahan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja Kepala
Balai Besar KSDA Papua memberikan Pertimbangan Teknis atau
mengembalikan berkas untuk dilengkapi

4 Biaya

Tidak dipungut

Produk Pelayanan

Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Peragaan Tumbuhan dan
Satwa Liar

6 Penanganan
Pengaduan, Saran
dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui :

1.

2.
3.
4

Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA
Papua

Telp. : (0967) 581596
Call center : 082397709728
Email . bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

2.

8.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada
Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun 2023 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan dan
Satwa Liar

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/2003 tentang
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Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran
Tumbuhan dan Satwa

Sarana dan 1. Ruang tunggu
Prasarana dan/atau |2. Dispenser
Fasilitas 3. Komputer
4. Printer
5. Scanner
Kompetensi 1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar
7. Memiliki pengetahuan tentang pemeriksaan persiapan teknis
peragaan tumbuhan dan satwa liar
Pengawasan Internal |1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Balai Besar KSDA Papua

Jumlah Pelaksana

5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan

1.

Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan dan tidak dipungut biaya

2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

Jaminan Keamanan |1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
dan Keselamatan menjaga keamanan dan ketertiban kantor
Pelayanan 2. Petugas yang melakukan pemeriksaan ke lokasi minimal
berjumlah 2 (dua) orang.
Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
Pelaksana a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat
b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: JAYAPURA
: 31 Mei 2024

NIP 19721002 199903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lampiran 5: Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua
Nomor SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024
STANDAR PELAYANAN IZIN PENGAMBILAN/PENANGKAPAN
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
No KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Peryaratan 1. Pemohon merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh
Sertifikat Standar lzin Usaha Peredaran Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar Dalam Negeri dalam wilayah kerja Balai Besar KSDA
Papua meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi
Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Selatan.
2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar

KSDA Papua yang dilengkapi dengan:

a. Rencana Kerja Tahunan

b. informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau
ukuran, dan wilayah pengambilan serta deskripsi rinci
mengenai tujuan pengambilan atau penangkapan

c. Peta wilayah kerja minimal 1:250.000

d. Pertimbangan teknis SKW setempat

e. Rekomendasi Bidang Wilayah setempat

f. Laporan realisasi (bagi pemegang izin lama)

2 Sistem  Mekanisme 5
dan Prosedur o= == —mmmmmmm e m—m— e ————- - - 3
v
1 2,3 PN 4
P ek Mieposisi’ [P  rermanonan [ < e

1
SK dikirim/ diambil Tanda tangan dan
Penomoran SK

Keterangan :
1.

Pelaku usaha dapat menyampaikan permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui contact
person 082233500396, Call center 082397709728 atau email
bbksdapapua@yahoo.co.id

Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

Permohonan diteruskan kepada kepala Balai Besar untuk
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan membuat konsep Izin
Pengambilan/Penangkapan

Telaahan dan konsep Izin  Pengambilan/Penangkapan
disampaikan kepada kepala Balai Besar untuk mendapat
persetujuan
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10.
11.

Apabila konsep Izin Pengambilan/Penangkapan belum disetujui
Kepala Balai Besar maka dikembalikan ke Pokja Pemanfaatan
dan Pelayanan untuk diperbaiki

Apabila konsep lzin Pengambilan/Penangkapan telah disetujui
Kepala Balai Besar maka Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
membuat Surat Keputusan (SK) Izin Pengambilan/Penangkapan
kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Tenis dan Kepala Bagian
Tata Usaha

SK ditandatangani Kepala Balai Besar

SK diserahkan ke pemohon

Jangka Waktu

Pelayanan

Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 5 (lima) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelaahan, disampaikan hasil
kegiatan no 1. Jika telah sesuai maka diterbitkan pertimbangan
teknis, jika tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

Biaya

Sesuai :

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 8 November 2016
tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di
Dalam Negeri dan di Luar Negeri

Produk Pelayanan

Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Papua tentang Izin
Pengambilan/Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liar

Penanganan
Pengaduan,
dan

Masukan/Apresiasi

Saran

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui :

1.

2.
3.
4.

Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA
Papua
Telp.

Call center
Email

: (0967) 581596
: 082397709728
. bbksdapapua@yahoo.co.id

PENG

ELOLAAN PELAYANAN

3.

4.

o o

10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 8 November 2016
tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di
Dalam Negeri dan di Luar Negeri

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/2003 tentang
Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran
Tumbuhan dan Satwa

Sarana dan

1.

Ruang tunggu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Prasarana dan/atau 2. Dispenser
Fasilitas 3. Komputer
4. Printer
5. Scanner
Kompetensi 1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar
Pengawasan Internal |1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Balai Besar KSDA Papua

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang

Jaminan Pelayanan

1.

2.

Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan
Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus

disampaikan kepada pemohon
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

Pelayanan
Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
Pelaksana a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat

b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan

Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: JAYAPURA
: 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lampiran 6 :

Nomor

Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang

Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua

SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN IZIN AKSES SUMBER DAYA GENETIK NON KOMERSIAL

JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR BAGI PEMOHON DALAM NEGERI

NO |

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1

Peryaratan

1. Pemohon dapat berupa :
a. lembaga pemerintah
b. perguruan tinggi
c. lembaga atau organisasi yang berbadan hukum
d. perorangan yang Dberafiliasi dengan Iembaga
berbadan hukum.
2. Permohonan diajukan kepada Kepala Balai Besar KSDA Papua
yang dilengkapi dengan:
a. Proposal
b. Membayar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanga

yang

Sistem Mekanisme
dan Prosedur

1 2,3 4

Ag_enda Fla.n /erifikasi Permohonan)
Disposisi

Lengkap/
tidak

Permohonan
Masuk

\ 4

1
Setuju/
Tidak

Tanda tangan dan
Penomoran Izin Akses

Paparan kegiatan dan
konsep Izin Akses

1
v
1zin Akses dikirim/

diambil

Keterangan :

1. Pemohon dapat menyampaikan permohonan vyang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui contact
person 082233500396, Call center 082397709728 atau email
bbksdapapua@yahoo.co.id

Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

Permohonan diteruskan kepada kepala Balai
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi

Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan

Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan membuat konsep Izin Akses SDG
Non Komersial dan menyampaikan kepada pemohon untuk
memaparkan kegiatan (bagi pemohon yang berada di luar
Kota/kabupaten Jayapura, akan disediakan link zoom meeting)
Telaahan dan konsep Izin Akses SDG Non Komersial disampaikan
kepada kepala Balai Besar untuk mendapat persetujuan

Apabila konsep Izin Akses SDG Non Komersial belum disetujui

Besar untuk

7.

8.
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10.
1.

Kepala Balai Besar maka dikembalikan ke Pokja Pemanfaatan
dan Pelayanan untuk diperbaiki

Apabila konsep Izin Akses SDG Non Komersial telah disetujui
Kepala Balai Besar maka Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
membuat Surat Keputusan (SK) Izin Akses SDG Non Komersial
kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Tenis dan Kepala Bagian
Tata Usaha

Izin Akses SDG Non Komersial ditandatangani Kepala Balai Besar
Izin Akses SDG Non Komersial diserahkan ke pemohon

Jangka Waktu

Pelayanan

Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 2 (dua) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

Jika berkas dinyatakan lengkap, paling lambat 2 (dua) hari
dilakukan presentasi oleh pemohon, jika belum akan
diinformasikan ke pemohon

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah presentasi, disampaikan hasil
kegiatan no 2. Jika telah sesuai maka diterbitkan 1zin Akses SDG
Non Komersial, jika tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

Biaya

luran izin pengambilan sampel penelitian (mati/bagian-bagian)
sebesar Rp. 50.000,00 per izin.

Pungutan untuk pengambilan dan pengangkutan sampel
spesimen tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi untuk tujuan
penelitian sebesar 50% x harga patokan per batang atau per pcs
atau per cc.

Produk Pelayanan

Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Papua tentang Izin |zin
Akses Sumber Daya Genetik Non Komersial

Penanganan
Pengaduan,
dan

Masukan/Apresiasi

Saran

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui :

1.

2.
3.
4.

Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA
Papua
Telp.

Call center
Email

: (0967) 581596
: 082397709728
. bbksdapapua@yahoo.co.id

PENG

ELOLAAN PELAYANAN

1.

2.

P

9.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 8 November 2016
tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di
Dalam Negeri dan di Luar Negeri

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tanggal 22 Januari 2018
tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan
Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/2003 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran
Tumbuhan dan Satwa

Sarana dan
Prasarana dan/atau
Fasilitas

©COENOIARWN =

Ruang Tunggu;
Ruang pertemuan;
LCD projector;
Dispenser;
kudapan;
Komputer/ laptop;
Printer dan scanner;
Kamera;

ATK

Kompetensi
Pelaksana

arwON -~

o

N

Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Komputer

Menguasai Tata Bahasa yang baik

Memahami peraturan perundang-undangan

Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan

Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar

Memiliki pengetahuan tentang Akses Sumber Daya Genetik
Spesies Liar

Pengawasan Internal

Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

Pelayanan ini

Jumlah Pelaksana

5 (empat) orang

Jaminan Pelayanan

1.

2.

Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan
Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus

disampaikan kepada pemohon
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan

Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

Pelayanan
Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
Pelaksana a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat

b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan

Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: JAYAPURA
: 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lampiran 7 : Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua
Nomor SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024
STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)
NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1.

Persyaratan

Syarat permohonan SIMAKSI :

A. Warga Negara Indonesia

1.

T

a.
b.
C.
d.

T

a.
b.
C.
d.

T

a.
b.
C.

T

a.
b.
C.

T

a.
b.
C.
d.

ujuan Penelitian dan pengembangan:

Proposal kegiatan

Fotocopy tanda pengenal

Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
Surat rekomendasi dari mitra kerja/ kampus

ujuan limu pengetahuan dan Pendidikan:

Proposal kegiatan

Fotocopy tanda pengenal

Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
Surat rekomendasi dari mitra kerja/ kampus

ujuan Pembuatan film:

Proposal kegiatan

Fotocopy tanda pengenal

Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
ujuan Ekspedisi:

Proposal kegiatan

Fotocopy tanda pengenal

Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
ujuan Jurnalistik:

Proposal kegiatan

Fotocopy tanda pengenal

Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
Fotocopy kartu pers

B. Warga Negara Asing

1.

3.

T

a.

a0 T

b

fme e o de

ujuan Penelitian dan pengembangan:

Surat keterangan jalan dari kepolisian

Proposal kegiatan

Fotocopy Paspor

Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
Surat ijin Penelitian Dari Kementerian Negara Riset dan
Teknologi

Surat Pemberitahuan penelitian dari Kementerian Dalam
Negeri

Surat Rekomendasi dari mitra kerja

UJuan lImu pengetahuan dan Pendidikan:

Surat keterangan jalan dari kepolisian

Proposal kegiatan

Fotocopy

Paspor

Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
Surat Rekomendasi dari mitra kerja

ujuan Pembuatan film:
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Surat keterangan jalan dari kepolisian
Proposal kegiatan
Fotocopy Paspor
Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
Surat Izin pembuatan film dari Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Sinopsis
Daftar Peralatan
Daftar Anggota Tim
Surat Rekomendasi dari Sekretaris Direktorat Jenderal
KSDAE
4. Tujuan Ekspedisi:

a. Surat keterangan jalan dari kepolisian

b. Proposal kegiatan

c¢. Fotocopy Paspor

d. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan
5. Tujuan Jurnalistik:

a. Surat keterangan jalan dari kepolisian

o a0 oW

._';}'QQ bl

b. Proposal kegiatan

c. Fotocopy Paspor

d. Surat pernyataan mematuhi aturan perundang-undangan

e. Foto copy kartu Pers
Sistem Mekanisme 5
dan Prosedur R e P -

[}
1 2,3 4
Permohonan Agenda dan - [Verifikasi Permohonanf————p» Lengkap/

Masuk Disposisi tidak

Setuju/
Tidak

Paparan kegiatan dan

diambil Penomoran Izin Akses konsep Izin Akses

1
v
11
1zin Akses dikirim/ Tanda tangan dan

Keterangan:

1. Pemohon dapat menyampaikan permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan
Balai Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui
contact person 082233500396, Call center 082397709728 atau
email bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan.

3. Permohonan diteruskan kepada Kepala Balai Besar untuk
didisposisi kepada Bidang Teknis KSDA.

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi kelengkapan permohonan SIMAKSI.

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi
berkas permohonan.

6. Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan menyampaikan kepada pemohon
untuk memaparkan kegiatan (bagi pemohon yang berada di
luar Kota/kabupaten Jayapura, akan disediakan link zoom
meeting)

7. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
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10.

menyiapkan konsep dokumen SIMAKSI dan disampaikan ke
kepala Balai Besar untuk mendapat persetujuan.

Apabila konsep dokumen SIMAKSI belum disetujui oleh Kepala
Balai Besar, maka dikembalikan ke Pokja Pemanfaatan dan
Pelayanan untuk diperbaiki.

Apabila konsep dokumen SIMAKSI disetujui oleh Kepala Balai
Besar, maka Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan membuat final
dokumen SIMAKSI

Dokumen SIMAKSI asli yang sah diserahkan kepada pemohon
di loket pelayanan.

Jangka Waktu
Pelayanan

Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling
lambat 2 (dua) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen
dan kelengkapan

Jika berkas dinyatakan lengkap, paling lambat 2 (dua) hari
dilakukan presentasi oleh pemohon, jika belum akan
diinformasikan ke pemohon

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah presentasi, disampaikan hasil
kegiatan no 2. Jika telah sesuai maka diterbitkan SIMAKSI

Biaya/Tarif

Membayar PNBP sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, sebagai berikut:

1.

Pungutan untuk kegiatan penelitian, pengambilan gambar, serta
pengambilan dan pengangkutan spesimen tumbuhan dan satwa
liar.
a. pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam
bentuk film dan foto komersial.
1) Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman
Wisata Alam) dan Taman Buru:
a) Warga Negara Asing : Rp. 20.000.000,00 per paket
b) Warga Negara Indonesia : Rp. 10.000.000,00 per
paket
2) Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka
Margasatwa):
a) Warga Negara Asing : Rp. 4.000.000,00 per paket
b) Warga Negara Indonesia : Rp. 2.000.000,00 per
paket
b. Kegiatan penelitian menggunakan Kawasan.
1) Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman
Wisata Alam):
a) Warga Negara Asing
(1) <1 bulan : Rp. 5.000.000,00 per orang
(2) 1 bulan — 6 bulan : Rp. 10.000.000,00 per orang
(3) 7 bulan — 12 bulan : Rp. 15.000.000,00 per orang
b) Warga Negara Indonesia
(1) <1 bulan : Rp. 100.000,00 per orang
(2) 1 bulan — 6 bulan : Rp. 150.000,00 per orang
(3) 7 bulan — 12 bulan : Rp. 250.000,00 per orang
2) Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka
Margasatwa):
a) Warga Negara Asing
(1) <1 bulan : Rp. 7.500.000,00 per orang
(2) 1 bulan — 6 bulan : Rp. 12.500.000,00 per orang
(3) 7 bulan — 12 bulan : Rp. 17.500.000,00 per orang
b) Warga Negara Indonesia
(1) <1 bulan : Rp. 125.000,00 per orang
(2) 1 bulan — 6 bulan : Rp. 175.000,00 per orang
(3) 7 bulan — 12 bulan : Rp. 300.000,00 per orang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.38/Menhut-11/2014, pengenaan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru
dan Hutan Alam dapat diberikan kepada Mahasiswa atau Pelajar
Indonesia yang melakukan kegiatan penelitian.

Produk Pelayanan

Surat 1zin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) untuk Penelitian
dan pengembangan limu pengetahuan dan Pendidikan, Pembuatan
film komersial, Pembuatan film non komersial, Pembuatan film
documenter serta Ekspedisi dan Jurnalistik yang berlaku selama 3
(tiga) bulan dan dapat diperpanjang

6 | Penanganan

Pengaduan, Saran
dan Masukan/
Apresiasi

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui :

1.

2,
3.
4.

Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA
Papua

Telp. : (0967) 581596
Call center : 082397709728
Email . bbksdapapua@yahoo.co.id

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Dasar Hukum

1.

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Kehutanan;

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.38/Menhut-11/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan
Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan
Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan
Alam;

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam Nomor : P.7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman
Buru.

Sarana dan
Prasarana dan/atau
Fasilitas

VNN~

Ruang Tunggu;
Ruang pertemuan;
LCD projector;
Dispenser;
Permen;
Komputer/ laptop;
Printer dan scanner;
Kamera;
ATK;

. Jaringan internet.

Kompetensi
Pelaksana

PO~

Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA,

Dapat mengoperasikan computer,

Menguasai tata bahasa yang baik,

Memahami peraturan perundang-undangan terkait tata cara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelesatrian Alam dan
Taman Buru dan penerbitan SIMAKSI.

Pengawasan
Internal

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

Jumlah Pelaksana

5 (lima) orang.

Jaminan

Pelayanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.

2. Personil penyedia layanan memiliki kompetensi yang memadai
dan responsif terhadap informasi yang harus disampaikan
kepada pemohon

3. Pemohon/pengunjung memperoleh  kemudahan dalam
berkegiatan di dalam kawasan konservasi memperoleh
informasi terkait kawasan yang akan dikunjungi.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat
b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan
perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 8 :

Nomor

Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang

Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua

SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024 tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM
NEGERI (SATS-DN) KOMERSIAL YANG BELUM LIMPAHKAN KEWENANGANNYA
KEPADA BIDANG KSDA WILAYAH DAN SEKSI KONSERVASI WILAYAH

No

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1

Peryaratan 1.

Pemohon dapat berupa :

. Orang perorangan

. Badan usaha milik Negara

. Badan Usaha Milik Daerah

. Badan usaha milik desa

. Perseroan Terbatas
Persekutuan komanditer

. Koperasi

Q PT0 Q00T

Pemohon merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh :

a. Sertifikat Standar Izin Usaha Peredaran Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar Dalam Negeri

b. Sertifikat Standar Perizinan Berusaha lainnya terkait dengan |
egalitas asal usul specimen

Spesimen TSL berasal dari Habiitat Alam:

1.

Nookrod

Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:

Fotocopi Sertifikat Standar Izin Usaha Peredaran Jenis Tumbuhan
dan Satwa Liar Dalam Negeri yang masih berlaku

Fotokopi izin pengambilan/penangkapan TSL yang masih berlaku
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok

Laporan Mutasi stok TSL

Rekomendasi Kepala Bidang KSDA Wilayah

Pertimbangan Teknis Kepala SKW

Telah mendapatkan pembagian kuota pengambilan/ penangkapan
yang ditetapkan oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
Spesies dan Genetik pada tahun berjalan

Spesimen TSL berasal dari Hasil Penangkaran/Budidaya:

1.

2.
3.

o

©CeN®

Fotocopi Sertifikat Standar lzin Usaha Peredaran Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang masih berlaku
Fotokopi izin penangkaran/budidaya yang masih berlaku

Telah mendapatkan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) hasil
penangkaran/budidaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
KSDAE pada tahun berjalan

Sumber spesimen berasal dari unit penangkaran/budidaya yang
sah

Fotokopi SK penetapan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP)
yang masih berlaku

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil pemanenan TSL

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok TSL yang akan diangkut
Laporan Mutasi stok TSL

Rekomendasi Kepala Bidang KSDA Wilayah

10 Pertimbangan Teknis Kepala SKW

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Sistem Mekanisme
dan Prosedur

Lengkap/
tidak

1 23 4
Permohoknan Ag?sn::s;ain —-p-|Verifikasi Permohonanf——p»-
asul
1"
SATS DN dikirim/
diambil

Keterangan :

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua atau dalam bentuk softcopy melalui contact
person 082233500396, Call center 082397709728 atau email
bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan diteruskan kepada kepala Balai
didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi permohonan

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas

9,10 8
Penandatanganan BAP
T ATS DN| -«
anda tangan SATS hl dan Proses SATS DN

BAP dan Telaah

Besar untuk

permohonan
6. Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan menyiapkan pelaksanaan

pemeriksaan asal-usul TSL dan melakukan telaah

7. Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan melaksanakan pemeriksaan
asal usul TSL, menyusun konsep berita acara pemeriksaan TSL,
atau melakukan telaah, kemudian menyampaikan kepada Kepala
Bidang Teknis KSDA

8. BAP atau telaah disreahkan kepada Kepala Bidang Teknis KSDA
untuk ditandatangani bersama pemohon dan tim pemeriksa

9. Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan menyiapkan dokumen SATS-
DN sesuai dengan BAP

10. Kepala Balai Besar menandatangani dokumen SATS-DN

11. SATS-DN diserahkan kepada pemohon

Jangka Waktu [1. Paling lama 4 (empat) hari kerja, terhitung sejak berkas
Pelayanan permohonan lengkap diterima oleh Pokja Pemanfaatan dan
Pelayanan
2. Waktu pelayanan dimaksud angka 1 di atas, tidak termasuk jika
dokumen/berkas permohonan ditolak dikarenakan tidak lengkap
atau adanya perbaikan
Biaya Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berupa

dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri
(SATS-DN), sebesar Rp. 35.000,00 per dokumen

Produk Pelayanan

Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-
DN)

Penanganan
Pengaduan,
dan

Masukan/Apresiasi

Saran

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui :
1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA

Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Email . bbksdapapua@yahoo.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 8 November 2016
tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di
Dalam Negeri dan di Luar Negeri
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun 2023 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan dan
Satwa Liar
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/2003 tentang
Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran
Tumbuhan dan Satwa
Sarana dan 1. Ruang tunggu
Prasarana dan/atau |2. Dispenser
Fasilitas 3. Komputer
4. Printer
5. Scanner
Kompetensi 1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar
Pengawasan Internal |1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Balai Besar KSDA Papua

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang

Jaminan Pelayanan

1.

2.

Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan
Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus

disampaikan kepada pemohon
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
menjaga keamanan dan ketertiban kantor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
Pelaksana a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat
b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan
perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

NIP 19721002 199903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lampiran 9 :

Nomor

Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang

Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua

SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024 tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM
NEGERI (SATS-DN) KOMERSIAL YANG TELAH DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA
KEPADA BIDANG KSDA WILAYAH DAN SEKSI KONSERVASI WILAYAH

No

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1

Peryaratan

1. Pemohon dapat berupa :

2. Pemohon merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh :

. Orang perorangan

. Badan usaha milik Negara

. Badan Usaha Milik Daerah

. Badan usaha milik desa

. Perseroan Terbatas
Persekutuan komanditer

. Koperasi

Q PT0 Q00 TOD

a. Sertifikat Standar Izin Usaha Peredaran Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar Dalam Negeri

b. Sertifikat Standar Perizinan Berusaha lainnya terkait dengan |
egalitas asal usul specimen

Spesimen TSL yang Tidak dilindungi UU berasal dari Habitat Alam:

Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar

KSDA Papua yang dilengkapi dengan:

a. Fotocopi Sertifikat Standar lzin Usaha Peredaran Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang masih berlaku

b. Fotokopi izin pengambilan/penangkapan TSL yang masih

berlaku

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok

Laporan Mutasi stok TSL

Rekomendasi Kepala SKW

Telah  mendapatkan  pembagian  kuota  pengambilan/

penangkapan yang ditetapkan oleh Direktur Konservasi

Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik pada tahun

berjalan

~ 000

Spesimen TSL vyang Tidak dilindungi UU berasal dari Hasil

Penangkaran/Budidaya

1. Fotocopi Sertifikat Standar Izin Usaha Peredaran Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang masih berlaku

2. Fotokopi izin penangkaran/budidaya yang masih berlaku

3. Telah mendapatkan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) hasil
penangkaran/budidaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
KSDAE pada tahun berjalan

4. Sumber spesimen berasal dari unit penangkaran/budidaya yang

sah

Fotokopi SK penetapan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP)

yang masih berlaku

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil pemanenan TSL

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Stok TSL yang akan diangkut

Laporan Mutasi stok TSL

Rekomendasi Kepala Kepala SKW

o
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dan Prosedur

Sistem Mekanisme

1 23 4
Per'l\'nn ohoknan Ag?sn:;s;jsz:n P |Verifikasi Permohonanf——jp-
asul
SATS DN dikirim/ ! 210 8
ikirim, NP Penand. BAP|
diambil Tanda tangan SATS DN| - dan Proses SATS DN BAP dan Telaah

Lengkap/
tidak

Keterangan :

1.

10.

Pelaku usaha dapat menyampaikan permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan pada
Bidang KSDA/SKW setempat atau dalam bentuk softcopy melalui
contact person 082233500396, Call center 082397709728 atau
email bbksdapapua@yahoo.co.id

Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Urusan Umum
untuk diagendakan

Permohonan diteruskan kepada kepala Kepala Bidang KSDA
untuk mendapatkan disposisi

Urusan Pemanfaatan dan Pelayanan melakukan verifikasi
permohonan

Apabila permohonan belum lengkap maka Kepala Bidang KSDA
Wilayah membuat surat kepada pemohon untuk melengkapi
berkas permohonan

Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Urusan
Pemanfaatan dan Pelayanan menyiapkan pelaksanaan
pemeriksaan asal-usul TSL dan melakukan telaah

Urusan Pemanfaatan dan Pelayanan melaksanakan pemeriksaan
asal usul TSL, menyusun konsep berita acara pemeriksaan TSL,
atau melakukan telaah, kemudian menyampaikan kepada Kepala
Bidang KSDA Wilayah

BAP atau telaah diserahkan kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah
untuk ditandatangani bersama pemohon dan tim pemeriksa
Urusan Pemanfaatan dan Pelayanan menyiapkan dokumen SATS-
DN sesuai dengan BAP

Kepala Bidang KSDA Wilayah menandatangani dokumen SATS-
DN

. SATS-DN diserahkan kepada pemohon

Jangka
Pelayanan

Waktu

—_

Paling lama 4 (empat) hari kerja, terhitung sejak berkas
permohonan lengkap diterima oleh Urusan Pemanfaatan dan
Pelayanan

Waktu pelayanan dimaksud angka 1 di atas, tidak termasuk jika
dokumen/berkas permohonan ditolak dikarenakan tidak lengkap
atau adanya perbaikan

Biaya

Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berupa
dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri
(SATS-DN), sebesar Rp. 35.000,00 per dokumen

Produk Pelayanan

Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri

Masukan/Apresiasi

2.
3.
4.

(SATS-DN)
Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
Pengaduan, Saran | melalui:
dan 1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA

Papua/Bidang KSDA Wilayah/SKW

Telp. : (0967) 581596
Call center : 082397709728
Email : bbksdapapua@yahoo.co.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 8 November 2016
tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di
Dalam Negeri dan di Luar Negeri
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun 2023 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Tumbuhan dan
Satwa Liar
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/2003 tentang
Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan peredaran
Tumbuhan dan Satwa
2 Sarana dan 1. Ruang tunggu
Prasarana dan/atau 2. Dispenser
Fasilitas 3. Komputer
4. Printer
5. Scanner
3 Kompetensi 1. Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa yang baik
4. Memahami peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan
6. Memiliki pengetahuan tentang peraturan pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar
4 Pengawasan Internal |1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua
5 Jumlah Pelaksana 4 (empat) orang
6 Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus
disampaikan kepada pemohon
3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan
7 Jaminan Keamanan Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor untuk
dan Keselamatan menjaga keamanan dan ketertiban kantor
Pelayanan
8 Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Pelaksana

a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat
b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan
perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lampiran 10 : Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua
Nomor . SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS
PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN
WISATA ALAM (PBPSWA) PADA KAWASAN KONSERVASI

No KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN
1 Peryaratan Pelaku usaha dapat berupa :

1. Badan usaha milik Negara

2. Badan Usaha Milik Daerah

3. Badan Usaha milik Swasta

4. Koperasi

Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar

KSDA Papua yang dilengkapi dengan:

1. proposal usaha, yang memuat informasi:

a. Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan Kegiatan Usaha,
letak/lokasi areal yang dimohon).

b. Rencana Kegiatan Usaha (memberikan gambaran umum
dan penjelasan pelaksanaan kegiatan pengusahaan sarana
jasa lingkungan wisata alam yang dilaksanakan sehingga
dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata
alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar
kawasan, bagi penerimaan negara  dan bagi
perusahaan/koperasi sendiri, menjelaskan juga mengenai
jenis kegiatan usaha sarana yang akan dikembangkan,
jenis dan jumlah sarana yang akan dibangun, rencana tenaga
kerja, serta rencana investasi); dan

c. Penutup (menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan ha
rapan untuk terselenggaranya kegiatan pengusahaan sarana
jasa lingkungan wisata alam sehingga tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai).

Pakta Integritas yaitu surat pernyataan bermaterai

Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon

dan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Tanda Batas

dan Peta areal rencana kegiatan usaha 1 :25.000

3. Persetujuan Lingkungan
4. Sertifikat standar yang belum terverifikasi

N =

2 | Sistem  Mekanisme 5
dan Prosedur M TS T s 3
1
v
1 23 I 4
Permohonan Agenda dan ~ Verifikasi Lengkap/
Masuk Disposisi w Permohonan tidak
: 1"
Pertimbangan Tanda tangan dan 9,10 .
Teknis dikirim/ Penomoran < Setuju/ Telaah dan Konsep
diambil Pertimbangan Teknis| Tidak Pertimbangan Teknis
Y A
L e e e e e e e |
. 8
Keterangan :

1. Pemohon dapat menyampaikan permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Besar KSDA Papua / Bidang KSDA Wilayah / SKW atau dalam
bentuk soffcopy melalui contact person 082233500396, Call
center 082397709728 atau email bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan
3. Permohonan diteruskan kepada kepala Balai Besar KSDA Papua
untuk didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA
4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi permohonan
5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas
permohonan
6. Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan menyiapkan konsep Pertimbangan
Teknis
7. konsep Pertimbangan Teknis disampaikan kepada kepala Balai
Besar untuk mendapat persetujuan
8. Apabila konsep Pertimbangan Teknis belum disetujui Kepala Balai
Besar maka dikembalikan ke Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
untuk diperbaiki
9. Apabila konsep Pertimbangan Teknis telah disetujui Kepala Balai
Besar maka Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan membuat
Pertimbangan Teknis kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Tenis
dan Kepala Bagian Tata Usaha
10. Pertimbangan Teknis ditandatangani Kepala Balai Besar
11. Pertimbangan Teknis diserahkan ke pemohon
3 Jangka Waktu (1. Paling lama 5 (empat) hari kerja, terhitung sejak berkas
Pelayanan permohonan lengkap diterima oleh Pokja Pemanfaatan dan
Pelayanan
2. Waktu pelayanan dimaksud angka 1 di atas, tidak termasuk jika
dokumen/berkas permohonan ditolak dikarenakan tidak lengkap
atau adanya perbaikan
4 Biaya Tidak dipungut
5 | Produk Pelayanan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa
Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi
6 Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
Pengaduan, Saran | melalui:
dan 1. Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA
Masukan/Apresiasi Papua
2. Telp. : (0967) 581596
3. Call center : 082397709728
4. Emalil . bbksdapapua@yahoo.co.id
PENGELOLAAN PELAYANAN

1.

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada
Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Sarana dan
Prasarana dan/atau
Fasilitas

Ruang tunggu
Dispenser
Komputer
Printer
Scanner

oD~

Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Komputer

Menguasai Tata Bahasa yang baik

Memahami peraturan perundang-undangan

Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan

Memiliki kemampuan atau pemahaman tentang rencana
perkembangan pariwisata alam di daerahnya

Kompetensi
Pelaksana

arOND =

o

Pengawasan Internal |1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

2. diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Balai Besar KSDA Papua

Jumlah Pelaksana 5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan

2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus
disampaikan kepada pemohon

3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

Jaminan Keamanan |1. Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor
dan Keselamatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban kantor

Pelayanan 2. Petugas yang melakukan pemeriksaan ke lokasi minimal
berjumlah 2 (dua) orang.

Evaluasi Kinerja 1. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :
Pelaksana a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat
b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan
2. Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan
perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

NIP 19721002 199903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lampiran 11 :

Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang

Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua
Nomor SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024 tanggal 31 Mei 2024
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PERTIMBANGAN
TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM
PADA KAWASAN KONSERVASI
No KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN

1

Peryaratan

Pelaku usaha dapat berupa :

SV NO O

Usaha penyediaan jasa wisata alam pada kawasan konservasi,
meliputi:

~® o0 oW

g.

Non Perorangan
Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar
KSDA Papua yang dilengkapi dengan:

1.

0.

Perorangan

Badan usaha milik Negara
Badan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha milik Swasta
Badan Usaha Milik Desa
Koperasi

Penyediaan Jasa Pemandu/Interpreter Wisata Alam
Penyediaan Jasa Transportasi Wisata alam
Penyediaan Jasa Perjalanan Wisata Alam

Penyediaan Jasa Cinderamata Wisata alam
Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman Wisata Alam
Penyediaan Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam
Penyediaan Jasa Informasi Pariwisata Alam.

Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan, yang memuat

informasi:

a. Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan Usaha)

b. Rencana Kegiatan Usaha (Memberikan gambaran umum
dan penjelasan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa wisata
alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di
kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan
negara dan bagi perusahaan/ koperasi sendiri, menjelaskan
juga mengenai jenis kegiatan usaha dan rencana tenaga
kerja)

c. Penutup (Menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan
harapan  untuk terselenggaranya kegiatan usaha jasa
wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat
tercapai)

Akta Pendirian Badan Usaha

Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan

usaha melalui Sistem OSS

Pakta Integritas yaitu surat pernyataan bermaterai

Sertifikat standar yang belum terverifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Perorangan

Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Kepala Balai Besar

KSDA Papua yang dilengkapi dengan:

1. Surat Keterangan Keahlian/pernah mengikuti pelatihan sesuai
bidang usaha (khusus untuk jasa pemandu/interpreter wisata
alam/wisata petualangan)

2. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan
usaha melalui Sistem OSS

Sistem  Mekanisme
dan Prosedur

Lengkap/
tidak

1
v
1 2,3 A 4
Permohonan Agenda dan o Verifikasi )
Masuk Disposisi ld Permohonan

1"

Pertimbangan
Teknis dikirim/
diambil

Tanda tangan dan
Penomoran
Pertimbangan Teknis|

Keterangan :

1. Pemohon dapat menyampaikan permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan secara langsung ke loket pelayanan Balai
Besar KSDA Papua / Bidang KSDA Wilayah / SKW atau dalam
bentuk softcopy melalui contact person 082233500396, Call
center 082397709728 atau email bbksdapapua@yahoo.co.id

2. Petugas loket menyerahkan permohonan kepada Pokja Umum
untuk diagendakan

3. Permohonan diteruskan kepada kepala Balai Besar KSDA Papua
untuk didisposisi kepada Bidang Tenis KSDA

4. Bidang Teknis KSDA melalui Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
melakukan verifikasi permohonan

5. Apabila permohonan belum lengkap maka Bidang Teknis KSDA
membuat konsep surat kepada pemohon untuk melengkapi berkas

permohonan

6. Apabila permohonan dinyatakan lengkap maka Pokja
Pemanfaatan dan Pelayanan menyiapkan konsep Pertimbangan
Teknis

7. konsep Pertimbangan Teknis disampaikan kepada kepala Balai
Besar untuk mendapat persetujuan

8. Apabila konsep Pertimbangan Teknis belum disetujui Kepala Balai
Besar maka dikembalikan ke Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan
untuk diperbaiki

9. Apabila konsep Pertimbangan Teknis telah disetujui Kepala Balai
Besar maka Pokja Pemanfaatan dan Pelayanan membuat
Pertimbangan Teknis kemudian diparaf oleh Kepala Bidang Tenis
dan Kepala Bagian Tata Usaha

10. Pertimbangan Teknis ditandatangani Kepala Balai Besar

11. Pertimbangan Teknis diserahkan ke pemohon

Jangka Waktu |3. Paling lama 5 (empat) hari kerja, terhitung sejak berkas
Pelayanan permohonan lengkap diterima oleh Pokja Pemanfaatan dan
Pelayanan
4. Waktu pelayanan dimaksud angka 1 di atas, tidak termasuk jika
dokumen/berkas permohonan ditolak dikarenakan tidak lengkap
atau adanya perbaikan
Biaya Tidak dipungut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Produk Pelayanan

Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pengusahaan Jasa Wisata
Alam Pada Kawasan Konservasi

Penanganan
Pengaduan,
dan

Masukan/Apresiasi

Saran

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui :

1.

2.
3.
4

Kotak Pengaduan yang terdapat di kantor Balai Besar KSDA
Papua
Telp.

Call center
Email

: (0967) 581596
: 082397709728
. bbksdapapua@yahoo.co.id

PENG

ELOLAAN PELAYANAN

1.

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada
Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan
Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Sarana dan
Prasarana dan/atau
Fasilitas

arOND =

Ruang tunggu
Dispenser
Komputer
Printer
Scanner

Kompetensi
Pelaksana

oD~

o

Klasifikasi Pendidikan minimal SLTA

Menguasai Komputer

Menguasai Tata Bahasa yang baik

Memahami peraturan perundang-undangan

Memiliki pengetahuan perizinan berusaha sektor lingkungan hidup
dan kehutanan

Memiliki kemampuan atau pemahaman
perkembangan pariwisata alam di daerahnya

tentang rencana

Pengawasan Internal

Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar ini
dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
diawasi oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Balai Besar KSDA Papua

Pelayanan

Jumlah Pelaksana

5 (lima) orang

Jaminan Pelayanan

1.

2.

Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan
Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang
memadai dan responsif terhadap informasi yang harus

disampaikan kepada pemohon
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan dengan hasil yang
dapat dipertanggungjawabkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Personel Satuan Pengaman (Satpam) di pintu masuk kantor
untuk menjaga keamanan dan ketertiban kantor

Petugas yang melakukan pemeriksaan ke lokasi minimal
berjumlah 2 (dua) orang.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Evaluasi dilakukan secara berkala dengan :

a. Menampung pengaduan pelayanan dari masyarakat

b. Membandingkan praktek pemberian pelayanan ini dengan
standar pelayanan yang sudah ditetapkan

Dilaksanakan monitoring dilaksanakan setiap ada permohonan

perizinan dimaksud

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

NIP 19721002 199903 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lampiran 12 : Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua
Nomor . SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

FORMAT PROPOSAL PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA KONSERVASI UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Logo Unit

Lembaga
Konservasi HOF SURAT FT/BUMN/BUMD fKOPERAS]

PROPOSAL
PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA KONSERVASI
UNTUK EEFENTINGAN UMUM
.................. (BENTUK IZIN LEMBAGA EONSERVASI) .............

.. (LUASAN IZTN LEMBAGA HONSERVAST) . ........ ...

.................... (NAMA PERUSAHAAN] ... ...

LOGO LEMBAGA KONSERVAR

......... (Nama Kots) ....., ..... (Bulanj..... .... [Tahuonj ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekironik yang diterbitkan olen Balal Sertitikasi Elektronik (Bsre), BSSN



FROPOSAL
PEEMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA HONSERVASI UNTUK KEPENTINGAN
UMUM (BEENTUK IZIN LEMBAGA HONSERVASI) (NAMA IZIN LEMBAGA KONSERVARI)

A | Ringkasan Ekselutif
Uraion sigkol (maksimal ! halomaon) yang merupakan ringlasan LWmim proposal

B | Pendahuluan

1 | Latar Belakang

I=i latar belnkong menipakan pengembangan dart perionyaan =ebagal berikut:

1] Apa yang menjadi minat dan keterfarikan anda untik berinvestos) daolam lembaga
konzerwasi

2| Apa yang mendorong ofou memofivasi ando dniuk berinvesiosi dolam  lembago
konzerwasi

2 | Tujuan

Isi tujian merupakan pengembangon dan pertonyaan sebagai berikut:

1) Apa tujuan arda mengaiukan permohonan izin lembaga konservasi

2} Justfikasi keterkaitan misiobf LK dengan konteks konservasi; persoalan-persoalon
apa yang akan ditadapi kontriluei opa yang dopat diberkan terhadap konservasi

C | Profil Organisasi

1 | Nama Lembaga : | Sebutkan nama lengkap embaga sesual dengan
yang tercantem dalam akte pendirion dan nama
popilar biln ada

2 | Status/ Bentuk Badan Usaha : | Sebutkan bentuk bodan tusaha lembogo sesuai
Lemhbagn dengan akie pendiran
[PT; BUMDY BUMN/ Koperasi)

3 | Alamat lembaga

Alamat lengkap

Alamat pos (PO BOX)

Nomor Telpon

Nomor Fax

Alamnat Email

Alamat Web Site

4 | Penanggung Jawab Organisasi

PT/BUMN,;BUMD ;| Dewan Komisaris

Dhreksi

Koperasi ;| Pembina

Pengawas

Pengurus |

Manajer .

5 | Pengalaman di Bidang Pengelolaan Lembaga Konservasi

& Pengalaman Lembaga
Urpikan secarn singhkat pengaloman lemboga dolom pengelolaan lembaga konsernsast
Kosongkan bila belum memilild pengalamaon

b. Pengalaman Karyawan yang Helevan
Urnikon secara singkat pengolaman karpowan dalam pengelolann lembaga konsenyzst
Kosongkan bila belum memilik pengalamars

D | Eeadaan Umum Lokasi

1 | Aspek Fisik

8. Letak dan lnas kawasan Idll’nmp!rknn peta lokasi)

1] Letak Provinsi
Kabupaten/Kota
Hecamatan
Desa/ Kelurashan | :
2] Luas Lokssi 7] PP e gt
b. EKetinggian tempai dan Fislografi lahan
1] Ketinggian Tempat -] R -1 S "nn:||:u.
2] Fiziografi Lahan : | Topografi lﬂ.hul'.l
Kelerengan
Lansckap
Penutupan dan
Pengeunaan
lahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Sejarah lokasi

1} Bentuk penggunaan lohon saat ind dan sebelumnya (mis. tegalan, sawah, ladong

dilj

2} Catatan penyokit yong berkoiton dengon tumbuhan don safwa ygang perrah
terjangkit di lokasi dimak=ud atau disekitamya (tidak hanis dist bagi pemohon ixin

herbarinm atau musewm zoologi

Aspek Legal Lokasi

1} Peruntikan lehan berdasarkan Tata Ruang
[Berdasarkan RTRW Propinsi/ Kab,/ Kofa)

lokasi dimaksud

2) Status kepemilikan lahan (beri tanda x) nMilik sendiri ... ha
Smius lahon agar dikuatkan dengan akto oTanah Negara | ae B
notaris yang menyatnkan bahwa dalaom jangka Pinjam Pakad ... ha
waktu zin LK (25 tahun + 1 tahun) lohaorhanya
diperuninkan lembaga konservasi

2. Aksesibilitas

1] Jarak lokasi dimaksud dari ke kota terdekat ..

2} Alat transportasi yang umuom fdapat
digunakan unbuk mencapal lokasi dimaksod

3] Waktu tempuh rate-rata dari kota terdekat .. jam
menuin Inkasi dimaksad

2 | Aspek Sosial dan Kependudukan
1} Jumlah pendudnk di kebupaten/kota dimenas cos JiWE, - KR
lokasi dimaksud terletak
2| Jumlsh pendudnk di desa/kehirahan yang . jiwa, . KK
berbatasan langsung dengan lokasi dimaksud
3] Tingkat pendidikan penduduk di kabupaten/kota 50 :| ... orang
dimana lokasi dimaksud terletak SMP o | ... oreng
D3rs .. OTENE
1
=53 .. Orang
4) Jumlah Anghatan kerja [usia 14-40 tabun] di
Kabupaten/kotsa dimana lokasi dimaksd terletak
5} Mata Penceharan utama pendudulk di sekitar Urnikan secarn ringkos jenis

mota  pencaharian Fidetnl]
penduduk di desa) kelurchan
yang berbataoson  longsing
dengan lokasi dimokswd

3 | Aspek Ekonomi

1

Pendapatan perkapita

Rp ..

ey

Permumbuhan ekonomi kabupatenfkota dimens
lokasi dimaksud terletak

s o tabuin

3]

Pusat-pusat perekonomia lokal

{pasar dan hainna)

&4

Jenis objek wisata yang ada di kabupaten /kota

Sebutkan jenis-jenis obyek
wisata (oondi, air terjun, dst)

2l

Lembaga konszervasi serupa di kabupatenfkota
tempat calon lokasi LK

Hebun Binatang | 0| ... unmit
Taman Satwa .. umit
Taman Safari .. unit
Taman Satwa .. unit
Khusus

Museum Zoologl .. umit
Herbariam .. umit
Hebun Botani .. umit
Taman .. Lt
Tumbuhan

Khusus

Pusat Pelatihan .. umit
Satwa

Pusat .. umit
Rehahbilitasi

Satwa

Pusat .. umit
Penyelamatan

Satws
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E Ennup Pengusahaan Lembaga Honservasi

Bentuk lembaga konservasi yang diajukan :| o Taman Safari
Beri tanda X di depan bentuk lemboga korserasi = Kebun Binatang
dirruafcsid o Taman Satwa

= Taman Satwa Khusus

= Museum Zoologi

Herbarium

- Kebun Botami

| 2N

Minat terhadap Prospek Lembags Konservasi
Uraikan secara rngkas apa yang menyebabkon anda berkesimprlon bahla pengusahaan
lembaga korservasi df abas akan prospektf

Arah Pengusahaan Lembaga Konservasi
Uraikan secara ringkas bayangon pengusahaan lembaga konservasi seperti apa yang
akan divgudkon) dikembangkan

Keunikan dan Kelebihan Lembaga Konservasi

Urnikan secara nngkas apa keunikan dory atou kelebihan lembaga konservasi yaong akon
anda kembangkan dibandingkan dengan atrokst wisata dan/ afou pengusahaan lembaga
konservas serupa di kabupaten/ kot anda

F [ Rencana perolehan dan Pengelolaan Koleksi Satwa

Tema Koleksi

Urnikan secara singhat mengenad tema pengelolaan koleksi jenis/specimen tumbuhan abon
satiwn misalnyga tema kolek=l berdosarkarn habitat [(ferrestrial, agquatic, mangrope dst),
distribusi [henua atau region), keles tumbuhan don atau satwa , dar loinnya

B

Target Koleksi {Uisulan dalam lampiran)

a. Jumlah jenis : ... jenis

b. Jumlah individu per jenis No Mama Jenis Jumilah

Rencana Perolehan Kolelosi

Uraikan secara ringkas dari mana ando akan memperoleh jenis/ spesimen tumbuhan dan
satin koleksi: alam. Lembaga konservasi lain, pusat penyelomaton sativa, kebun binatong
dalam atau lwer negeri, penangrar legal

G | Sarana Prasarana Pengelolaan Koleks]

Utams ;| Sebutkon soyand proasamnd uiamo pong akan
dibangun untuk pengeloloan jenis,/ specimen
tumbuhan ofou softoa

[ I

Penunjang | Sebutkaon sarana prosorora PErrjang yerng akan
dibangun untuk pengeloloan jenis) specimen
tumbuhan ofau softa

H | Sarana Prasarana Pengelolaan Pengunjung (jenis dan jumlah)

1 | Rekreasi

2 | Edukasi

3 | Pendukung

4 | Pengelolaan Limbah

3 | Keamanan dan Keselamatan

I | Sumber Daya Manusia

! | Yang menangani Pengelolaan Koleksi Batwa
Kualifikasi SDM | . jumlah
Dokter Hewan i | i OTENE
Paramedik i | v OTAOE
Keeper/Perawat Satwa : Orang

2 | Yang menangani Pelavanan F'fngu.mung
Kualifikasi SDM | - | oo OTANE

3 | Staf vang menangani administrasi
Kualifikasi SDM [ :] .. crang

J | Bencana dan Analisis Usaha

Pangsa Pasar
Urmikan secaro ringkos siopa pangsoc pasar don lemboago konserpasi yang anda
kembangkan: wilayah sasaran don kelos social
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]

Sumber Pendapatan
Urmikan secara ringkas sumber-sumber pendapaton dan prediks] pendapatan per fohun

dan masing-masing sumber

3 | Pemodalan

. Sumber modal : | (Milik =sendiri/ pirgiaman bank, dst)
b. Modal awal : | B -
¢, Modal Kerja | Ry ...
. Jaminan Finansial | BRps ..

4 | Cash-flow 15 tahun pertama justilon dalom lampinon)

Variabel Tahun
I(2|3|4|5|6|7| 8210|111
s/d
13

Sumber Pendapatan tabun ke — 1, 2, ... dst
Biaya tetap
Bisya Variabel

5 | Proyeksi laba - mugi 15 tahun pertama fusulon dolam lampiran)
Dapal disqjikan dolom angko, grafik

6 | Analisis Keuangan
Lintuk pemohon zin embaga konservas dalam bentuk Taman Safan ataou Kebun Binatang

a. [RR |(Internal Rate OF Retumn)
b. NVP (Net Present Vialue)

c. Pl |Profifability Index)

d. ARR [Accointing Rate Return)
e.. PP {Poyback Period)

FORMAT PENULISAN

1 | Struktur proposal untuk pengajuan lembages konscrvasi terdiri dar cover/sampul, §si
proposal [delam format isian tabel) dan lampiran

Penyajian proposal sebagaimana format isian tabel terlempir dengan menggunakan horuaf
Tahoma, font [1, font 14 untuk cover, spasi | pada kertas HVS berukuran A4 (21cm x 39,7
cmj

3 | Penjilidan proposal menggunakan hard cover dengan warna dasar hijau kehutanan

I

LAMFIRAN

Lampiran-lampiran yang perlu disertakan dalam proposal izin lembaga konservasi melipoti:

Rincian samwa vang akan dikoleksi dan perolehannys

Peta lokasi dilenghkapi titik lahan pada peta yang alkan dijadikan lokasi lembaga konservas:

Site plan pembangunan lembags konservasi

Oreganizasi sapeeifik lembaga konsevas! kedepan

Referensi bank bagi pemohon

Dokumen legalitas lahan dikuathkan dengan:

8. Akts notaris yang menyvataksn bahwa dalam jangka waktu izin LK (235 tahun + 1 tahun)
lahanhanva diperuntulan untuk lembaga konservasi dan

b. Pengesahan dilembar bukti kepemiliken lahan dar kantor ATR BFN dengan catatan
“Lahan hanva dipermniukan untuk Lembages Konservasi Kepentingan Umum selama 23
tabhun + 1 whun”

Dokumen infrastrukiur (jika sudah tersedia)

| 0 | ol | Cad | B | et

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

ATANASIUS GUNTARA MARTANA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



NIP 19721002 199903 1 001

Lampiran 13 : Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua
Nomor . SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024 tanggal 31 Mei 2024

FORMAT RENCANA KARYA PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA KONSERVASI UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

Logo Lembaga - . e — .
Ennasrans KOF SURAT LEMBAGA KONSERVASI

RENCANA HARYA PENGELOLAAN
PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA HONSERVASI UNTUK KEFENTINGAN UMUM
(BENTUK LEMEBAGA KONSEEVASI)
... [NAMA LEMBAGA HONSERVASI SESUAI AKTA PENDIRIAN

[(NAMA POFULER]
TAHUN ........ 8f/d TAHUN ....covanens
asnesess (NEAMA Kota) cocovy oone. (Bulan) ... ... (Tahunj ...
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LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KARYA PENGELOLAAN
PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA KONSERVASI UNTUK EEPENTINGAN UMUM
DALAM BENTUK .............
PT/HKOPERASI/BUMN/BUMD .........cc.cveuns

NAMA POPULAR /MEREK DAGANG .....coommiiiminnnamnns
FERIODE TAHUN ........ 5/d TAHUN ......ccc.0.

Diinilai di : Disvisun di

Tanggal F Tanggal

Kepala UPT, Pimpinan /Ketua /Direktur (Pemohon LE)
NIP.

Disahlkan di : Dimilai di

Tanggal F Tanggal

A.n. Menteri Lingkungan Hidup Direktur ........ |[Konservasi

Dan Kehutanan Keanckaragaman Hayati Spesics dan
Direktur Jenderal ... [Konservasi Grenetilk),

Sumberdaya Alam dan Ekosistem),
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RENCANA HARYA FENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA KONSERVASI UNTUE

HKEFENTINGAN UMUBM..... ... BENTUK LEMBAGA KHONSERVASI)

... |NAMA LEMBAGA HONSERVAS]I SESUAI AKTA PENDIRIAN DAN NAMA POPULER |.....

TAHUN ...co.o 8/d TAHUN .cocnvnanes

Rencena Karya Pengelolaan Lembaga Konservasi {RKP-LK] merupakan rencana kerja makro selamsa
jangka wakin berlakunya imn {25 tahun| yang memuat visl, misi, stretegl; program, kegiatan pokol,
dan perencansan pengembangan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan masing-masing
lembags konservasi serta digunakan untuk menyusun Eencane Karva Lima Tehunsn (RKL) dan
Rencana Karya Tahunan [RKT). Keranghka isi dolumen RKP-LE mencakup:

A | PROFIL LEMBAGA

i. [ Nama Lembaga | Sebuthan rama lenghap lembagn sesiaidengorn
akte pendinian don nama popular bilo ada

2. | Sratus/bentuk badan usaha lembags o | Sebutkan bentuk badon usaho lembaga sesuai
dengan akie perairian, ¥ le it}
PT/ BUMN/ BUMDY Koperasi

4 | Alamat lembaga
82 Alamat Lengkap
b. Alamat pos [bila ada)

c. No. Telphon

d. No, Fax

e, Alamat E-mail {bila ads)
f. Alamat website (bila ada)

4 | Struktur Organisasi

a, PT/BUMN/BUMD & Susunan Dewan komisaris
& Susunan Dewan direkctur
b. Koperasi * Pembino
« Pengouwss
= Pengurnus
o Manojer/eksekulif (bila ada)

3 | Koleksi tumbuhan atau satwa (hidup) 0| Urmikcgn dota twmbuhan don satuss g ado
dan atau spesimen koleksi tumbuhan saaf inl yoiti doftar jenis tumbuhan atow sats
atau satwa (mati) fhidup atou mab), jumloh irdividy mosing-

muasing specimen dan legalifos perolehan satia
lika nda, jika tidak ada dikosonghan)

6 | Sarana dan prasarans 1 | Uratkan daftar lengkap sarana don prosaranda
yang teloh odo i lokosi yoit RO Sorom
prosarandg, jumiah, ukuran dan kordisi
{iika nda, jika tidak ada dikosongkan)

B | VISI

Berizi uroion pemyotoan visi lembaga 25 fduo pulufl ima tohun] ke depoan dan penjelosan
muaksud dar vist tersebut

C | MISI
Bensi uratan pernyataan mist lembaga untuk mewwfudian vist

D | STRATEGI
Skenaric pengusahaan lembaga daolam rentang 25 tahun wniuk mencapol vist don misinga don
menunjukan kemampuan urtuk mengelola don mensejahterakon satwa secara berkelanjuion
fdalam penfelasan strategt diuwraikon farget per iima tohunar)

E | PROGRAM DAN EEGIATAN POEKOK
Liraikan program dan kegintan-kegiatan pokok yang akan dikembangkan dalam 25 tohun don
tpelaskan selama 5 fahunan wniuk menjalonkan progrom don kegiaton pokok angea 1 -8 di
bowsah ini disesugikon dengan bentuk lembago konservast

Program Hegiatan Pokok
H Program mandatory lembaga konservasl | a2 Pendidikan
b. Penyvadaran
. Penelitian
d. Rekreasi dan apresiasi alam
¢. Perlindungan dan pelestarian termasuk di
dalamnova upava pengembangbiakan.

2 Program Pembangunan dan | 8. Pembangunan dan pengembangan sarana dan
pengembangan infrastrilctur prasarans utama

b. Pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana pendukung
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3 | Program Pengelolaan koleksi joollection | 8. Pengadaan loleksl tumbuhsan ataw satwa atau
IR e i) bagian tumbuhan atau saowa (jenis, jumiah,
dan sumber|
b. Perawatan hkoleksi
c. Pelaksansan penandaan dan pencatetan
silsilah satwa (hidup).
d. Pengamanan genetik fmencegsh inbreeding) |
4 | Program Penpembangan Organisasi a. Rekritmen
dan Sumber Daya Manusia b. Jenis-jenis keahlian
c. Penguatan kapasitas SDM
3 | Program Pemasaran dan Promosi 8. Label nema untuk =setiap jenis
b. Pembuatan Leaflet/poster
c. Iklan
d. Bl
6 | Program Fund roising) sponsorship Penghimpunan dukungan sumberdaya finansial
dan maodal
T | Program Pemberdayasn masyvarakat | 8. Kegiatan terkaif perekonomian
selitar b. Kegiatan terkait sosial
8 | Program pengelolaan lingkungan a. Sanitasi
b. FPengelolaan limbah
. Pengrelolaen pencemaran
F | RENCANA USAHA
1 Pangsa Pasar
Uraikan secara ringkas yang akan dikembangkan: wilayah sasaran dan kelas sosial
2 | SBumber Pendapatan
Liraikan secara nngkas sumber-sumber pendapatan
G | LAMPIRAN

Lampiran-lampiran yvang perlu disertaldan dalam Dokumen Rencana Karyva Pengelolaan
Lembaga Konservasi (RKP-LEK) adalah:

Site plan lokasi lembaga konservasi;

Struktur organisasi lengkap;

Data kualifikasi sumberdaya manusia yang bekerja di Lembaga Konservasi;

Aset yang dimiliki; dan

Diaftar koleksl tumbuhan atau satwa (hidup atau mati].

o

Penyusunan Penilaian dan Pengesaban

2

Rencana Karya Pengelolaan Lembags Konservasi (REKP-LK 25 tehun) wajib disusun oleh pemohom
ijin LK mengaou pada kerangka isi REP-LK.

Rencana Karye Pengelolaan Lembaga Konservas: (REP-LK] harus diketabui oleh Kepala UFPT
disampaikan kepada Direlkdur Jenderal dengan tembusan kepadsa Direktorat Teknis

Direktur Jenderal meminta kepads Direkiorat Teknis untuk melalnikan penilaian terhadap REP-
LE.

Oirektorat Teknis melakulkan penilaian terhedap REP-LE.

Dalam hal masih terdapat kelurangan dalam REKP-LEK, Direktur Teknis mengembalikan REP-LE
kepada pemohon untuk dilakulkan perbaikan.

Rencana Koarya Pengelolaan Lembage Konservasi (RKP-LK) yvang telah dilskukan perbaiken oleh
pemegang ijin LK, diajuksan kembali kepada Direktur Teknis untuk diberkan penilaian ulang
Direktur Teknis menyampaikan RKP-LK kepads Direktur Jenderal ates nama Menteri untuk
disyahkan.

Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutdnan mengesahkan EEKP-LK sejak diterimanya
rekomendasi REP LK.

Dokumen REP-LE yvang telah disahkan Direktur Jenderal selanjuinya wajib disampaikan kepada:
a. Direktor Telcnis;

b. Kepala Balai;

. Ketuia BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten/ Kota;

i. Kepala Dinas Pariwisata ProvinsifKabupaten /Kota;

e, Ketua Umum PEKBSI; dan

f Pemegsng lzin LE

Sistematika penyajian dokumen REP-LK hamis memenuhi ketentuan sebagai berikout:
I

Menggunalkan bahasa vang mudah dimengerti, ringkas, padat, objektif, sistematik, dan logis,
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Pl

Pengretikan dokumen menggunakan hunif jenis Tahoma ulkuran 11 pada kertas ukuran A4, 1 spasi

dengan batas 4 cm dar pinggir kirl, dan 3 cm dari pinggir kanan. pinggir atas meupun pinggir

bawah.

3. Pengetikan judul dokumen menggunalkan humf jemis Tahoma ukuran 14, dengan sampul “hard
cover” berwama hijau delaminating

4. Tatacara pengetikan serta pemberian nomor bab dan sub bab agar mengikuti aturan penulisan

3. Setiap halaman harus mempunyal nomor helaman, dimulai dar kata pengantar sampai daftar

lampiran dengan menggunakan hurof kecil dan mulei dari bab pertama dan seterusnya

mengeunakan angka secara berunitan di bagian kanan atas halaman.

DITETAPKAN DI - JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,
Elim Yl Tl E]

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 14 : Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua
Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

FORMAT RENCANA KARYA PERIZINAN BERUSAHA PENANGKARAN TUMBUHAN
DAN SATWA LIAR

Logo Unit
Penanglkaran KEOP SURAT PENANGEAR fUNIT PENANGEKARAN

RENCANA KERJA 5 (LIMA} TAHUN [RKL) PERIZINAN BERUSAHA PENANGKARAN ... .
{... YANG DITANGKARKAN]
TAHUN ........ 8/d TAHUN .....couuee
i [NAMA PENANGKAR /NAMA UNIT PENANGKARAN] ... .

........ . |[Nama Hota} .....; ... (Bulan] ..... .... (Tabon] ...
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RENCANA EERJA 5 (LIMA) TAHUN (REKL) PERIZINAN BERUSAHA PENANGHARAN
... YANG DITANGHARKAN)

TAHUN ........ s/d TAHUN

. INAMA PENANGHAR /NAMA UNIT PENANGHARAN)

.....

I. | DATA PEMOHON DAN DATA UNIT PENANGHARAN
l. | Nama pemilik
2. | Hama unit usaha
3. | Tangga) didirilan
4. | Alamat pemilik/kantor] : | Jalan - RT/EW
No. Telpon & HP Telp : | HP
Email
Desa fKelurahan -
Kecamatan
KEabupaten, Kota
Provinsi
5. | Alamat penangkaran Jalan - RT/HEW
Mo. Telpon & HF. Telp | HP
Desa /Kelurahan -
Kecamatan
Kabupaten, Kota
Provinsi
| KELENGHAPAN DOEUMEN FERSYARATAN
No. Jenis Dokumen Keterangan
1. [a. AKTA Notaris Perusahaan MNo. |1 anggal |
b.: Nama Notaris
¢. Pengesahan AKTA Notaris Na. Tanggal
d. Jenis usaha dalam AKTA Nolaris
2 |a. Kartu Tanda Pendudulk (KTF) NIK
b. Nams dan jahatan penerbit KTP
C. Mass berlak KETP =0 | eeeee- tahun, sampai dengan tanggal ;
3. |a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP] |No
b. Nams pemegang NPWEP
4. | Nomor Induk Berusaha (NIB| No | Tanggal
KBLI No
Persetujuan Lingkungan Mo Tangzal:
(SPPL/UKL-UPL /AMDAL)
Penjelasan -
II. | FELAKSANAAN KEWAJIBAN UNIT PENANGHKARAN
1. | Rencans Kerja Tehunan (RKT) Tahun ... a/d .... [3 Tahun Terakhir)
No. RET / Tahun Keterangan
Dibuat fAds |  Tidek Dibust / Tidak Ada
1 RET Tahun ...
2. RET Tahun ...
3 RET Tahun ...
- RKT Tahumn ...
! RET Tahun ...
| Total | RKT ]

Penjelasan :
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2 | Laporan Bulanan Tabun ... 8/d .... [3 Tahun Terakhir)

Mo, Laporan Bulapan / Tahun Keterangan
Dibuat/ Ada |  Tidek Dibuat / Tidask Ada

1 Tahun | 12 laporan | . laporan .... |aporan
2 Tahun { 12 laporan | laporan .... lnporan
3 Tahun | 12 laporan | . laporan .. laporan
4. Tahun ... | 12 laporan | leporan .... laporan
a3 Tahun { 12 laporan | laporan .. laporan
| Total .. laporan . leporan

Penjelasan :

3. | Buku Induk dan Bulou Catatan Harian Tahun

cEld .

{5 Tahun Terakhir)

Mo Tahun Buku Induk | Shid Book) Buku Catatan Harian [Log Book)
Dribuat fAda |T|daJi Dibuat/Tidak Ada | Dibuat/Ada |T|d.3.k Dibuat / Tidak Ada

1

2

3

4

3

| Totdal |
Penjelasan :
4. | Pelaksanasn penandaan

8. Teknik/cara penandaan

b. Kode penandaan

c. Alat yang digunakan

c. Pelakeanaan penandaan

- Penandaan induk

- Penandaan anakan

- Penandasn kandang

Penjelazan

IIl. | PELAKSANAAN PENANGEARAN
A. | Bentuk Penangksaran
l. | Penpembanghiakan satwa dalam lngkungan terkontrol {coptive breeding | | |
2_ | Pembesaran satwa [mnching/ rearing | | |
3. | Perbanyakan tumbuhean secara buatan |artificial propogation) | | |
4| Pengembangan populasi berbasis alam | wild based population managemernt) | | |
| B Trensplantasi | [ |
| b. Pengembangbiakan koloni satwa liar di pulau | | |
Penjelasan
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B. | Sarana dan Prasarana Penanghkaran

l. | Rencana dan realizsgsl penambahan sarans dan prasarana tehun .. 5/d ... [5 tahun
teralkhir]
Mo. | Jenis Sarana Prasarana |Satuan | Jumiah sd Penambahan Jumlah Sampai
3 Tahun S Tahun Terakhir Dengan Tahun Ini
I Rencana Realizsasi
1
2
3
dst
Penjelasan :

2. | Rencana penambahan sarana dan prasarana tahun ... 5/d .... |5 tahun kedepan|

No. | Jenis Sarana Prasarana | Satuan Jumlsh fTahun Total
Kesat| Kedua | Ketiga | Keempat | Kelima

1

2.

3

dsat.

Penjelasan :

C. | Induk/Bibit Penangkaran

Dokumé

l. | Rencana dan realisazi penambahan jenis dan jumlah induk /bibit tahun ... s/d ... {5 tabun
terakhir] serta jumlsh induk/bibit sampal dengan tabun _., (tahun ing)
6 Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumiah indukbibit tahon .. 5fd ... |5
tahun terakhir} serta jumlah induk fbibit sampai dengan tabun ... (tahun ind)
|[Format ini khusus untul penangharan buaga (captive breeding), burung, mamalio besor
serta reptil, amphibi dan mamalio pet)
b [a] Jenis Jumlah sd Penambahan 5 Tabun Terakhir Jumlah Sampai
5 Tahun Terakhir Rencana Realirasi Dengan Tahun Ini
[elor) [ekor}
Jantan | Betina |.Jantan | Beting | Jantan | Betina Jantan Betina
1
2,
a
dst
Penjelasan -
b. Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun .. s/d .. |5
tahun terakhir] serts jumlah indukfbibit sampai dengan tahun ... (lehun ind)
[Format ini khusus untuk penanghkaran, insekio, molusko, tumbuhan fanggrek), dan
transplonicsi karang hias)
N Jenis [Nama f Varictas Jumlah sd Penambahan Jumlah Sampai
3 Tahun Terakhir 3 Tahun Terakhir Dengan Tabun
{pcsfekor) Rencana Realisasi | Ini|pcs/ckor)
1
2
3
d=t
Penjelasan :
. Rencana dan realisasi penambahan jenis dan jumiah anakan tahun .. =sfd ... |5 tabun
terakhir) serta jumlah anekan sampai dengan tahun ... [tahon ini)
{Format ini khusus untuk penangkaran dalom benfiik ranching reanng |
No Jenis Jumlah sd Rencana dan Realisasi Jumlah Sampai
5 Tahun Lalu |ekor) |Penambahan 5 Tehun Lalu| Dengan Tahun Ini
Rencana Realisasi [ekor]
ukuran
1
2
3;
dst.
Penjelasan :
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2. | Perolehan dan legalitas asal usul penembahan induk fbibit atau anakan telun ... 5/d ... [3
tahun teraldhir]
M. | Liraian | | Mama Dobomen  Bukti Asal-Usul/Keterangan

a. | Asal usul induk /bibit

- Alam

- Hasil penangkaran

- Pembelian

- dan lain-lain

b. | Asal usul anakan (khiisws
unuk penangkaron dolam
benhik ronching,/ reanng)

- Alam

- Hesil penangkaran

- Pembelian

- dan lain-lain

Penjelasan :

3. | Rencana penambahan jenis dan jumlah induk/bibit tahun ....- ... [5 tahun kedepan)

No. Jenis FEencana Penambahan Induk {ekorj
Jantan Beting Jumlah
B | OFE ] o Fi | F. | F
1.
2
A
4
dst

Penjelasan -

D. | Rencana Produksi Hasil Penangkaran

i | Rencana dan realisasi produksi hasil penangkaran tehun ... s/d ... |3 tehun terakhir)
No Jenis Rencana Produksi jekor) ..} Realizasi Produksi [ekor/ .|
F. F Jumlah F F.. Jumlah
1
2
3
=t
Penjelasan -
2 | Rencana produksi hasil penangkaran tabhun .. 8/d .. (3 tahun kedepamn)
MNo. Jenis Rencana Produksi [ekorfpes/f..|)
200 20 20, 20. 20
F.. F.. F. F. F. F F.. . F.. F
2
d st
Penjelasan
E. | Perkembangan Penangkaran
Realisasi dan perkembangan penangkaran tabun ... 5/d ... [5 tahun terakhir)

13 tahun yang kil
BN MOfISED, FuiTa Eef, mamass Ser el smpry' dan mamalis pet s

N Peiemsangan Peranghamn T
| ENISLIE STt PETMNGUIIan buuyE (ERE0ve g
ang hing

T Penanghachiama Link Penangiami
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Mo TahuryJenis Jumiah Skok Samps Dengar Jumiam Mulas Siok Tahun In Jurmiak Eiok Samgal Dengan
Taahvum L Feanamiunz FEngurarga Tahun Ini
E | F | F = F | = = E 1= = | F | =
Tahur
&
b ds
d Tahim
sl
1 | Taue
1 dsi

| iTemeat, (Tanggail

Dl kEianuy HetsrmmniTya cieh Dhoiat oen

Kenala Hema Pemiiuaa Liné Penangionr
Wama Hama

i Jatatar

Penjelasan -

F. | Jenis dan Jumiah Pakan / Pupuk Tahun ... 5/d ... [3 Tahun Eedepan)

Mo Jenis Pakan / Pupuk Saftuan Jumlah Pakan/Pupuk
20 20 20 20 20. Jumlah
-
dst
Penjelasan

G. | Sumber Air, Hualitas Lingkungan, dan Pembuangan Limbah

1. | Sumber air dan kualitas lingkungan

- Aszal sumber air

- Rualitas lingkungan

- Danaliza oleh

- Dokumen Na. Tanggal
- Hasil Suhi CD:
Ph : Salimitas
O Kelembaban

Penjelazsan -

2 | Sistem pembuangan limbah

Penjelasan :

H. | Tenapa Herja

l. | Rencans dan realisasi penambahan tenapa kera tabun _._s/d __ |5 tahun terakhir]

No. fabatan /Jenis Keahlian Jumlah sd Penambahian Jumlah =d
3 Tahun Terakhir 3 Tahun Terakhir [org) Tahun [ni [org)
jorg) Rencans Realisasi

l

2
d=t

[ Jumiah

Penjelasan
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2. | Rencana penambahan tenapa herja tehun ... sf/d ... [5 tahun kedepan)
No. | Jabatan /Jenis Keahlian Rencana Penambahan (orgl/ Tahun
20. 20. 20, 20, 20, Jumlah [org)
1.
2
st

Penjelasan :

I. | Hepemilikan/Penanaman Modal

MNo Azsal Modal Modal Awal [(Rp.) Modal Berjalan/Saat Ini [Bp.)
1. | Modal dalam negeri

2. | Modsl samg

Penjelasan :

J. | Konstribusi PNBP dan Devisa Negara

1. | Rencana, realisasi dan jumlah konstnbuai PNBP dan deviga negara tehun ... sfd ... |5
tahun terakhir
Mo Jenis Konstribuai Jumlah sd Penambahan Jumlah Sampai
5 Tahun 3 Tahun Terakhir [Bp) Dengan Tahun Ini (Rp)
Terakhir (Rp) | Rencana Realizasi
1. | FNEFP
2, | Devisa Negara

Penjelazan :

2. | Rencana ) prediksi konstribusi PNBP dan devisa negara tahun .... 8fd ... [3 tahun kedepan)

No Jenls Kontribuse Nilai Saat Rencana | Prediksi Tahun ... - ... [Ep)
Ini [Rp) 20.. 20. 20. 20 20 Jumlah
1, | PNBF
2. | Devisa Negara
Penjelasan :

H. | Rencana Keglatan Lainnya Selama § (Lima} Tahun Eedepan

L. | Prediksi Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut
V1. | PENGESAHAN
| R e R e e A I
Diketahul / dizsahkan oleh Dibuat oleh :
Hepala Balai ................ e o i = it ) Mama Pemilik /Unit Penangkaran

Pada Tangeal

Nama | : MNama

NIP. ) Jabatan

Fl".'l!’}-l."‘il'u'Fll'u'l‘l. berrisd wrcinnr r|"'.‘r|r|!',| v

Tempaf dan tnagyal dibuatnya REL

2, Noma pemilik funink percrangan) odau noma uni opsoha don jobatan funiuk bedan bekem), serta tanda
tnngan pernilik/unit penzinan benisoho penangkarmon; Noma, jobotan, Nemor Induk Pegooss (VP dan
tondd tangon pefabat yang berwenang mengeinhal atou membenikan pengesafinn, yodtu @ Kopala UPT
KSDA dandatau Kepolo Bidong Teknis Wilagpah

Lampiran . | Rencana Kerja Lima Tehunan (RKL) Penangkaran ... Tabun ... - ...

[Mema Pepangkar /Mema Unit Peoangkarsn) .o cieencc i
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FHOTO ATAU GAMBAR-GAMBAR PENAMEBAHAN SARANA DAN FRASARANA
TAHUN .... - .... [3 TAHUN TERAEHIR}

| Gambar 1

| Gembar 2 -

[Gambar 3 - dst |

PERNYATAAN ! | Photo atau gambar tersebut di atas, benar-benar merupakan photo atau
gambar vang dimiliki dan yang ada di penangksran .....(nama penanghkar
Atau nama unit penanghkaran). ... ..., Bpabila tidek benar,
maka saya selakul .o ciemarnse.  DerBedia umbuk

dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan permohonan perizinan
berusaha penanghkaran yang saya usulkan tidek perlu di setajui.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran 15 : Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Papua

Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

FORMAT PROPOSAL PERIZINAN BERUSAHA PERAGAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
LIAR

Logo Unit
Peragaan

KOP SURAT

FPROPOSAL
FERMOHONAN FERIZINAN BERUSAHA PERAGAAN JENIS TUMEUHAN DAN SATWA LIAR
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PROPOSAL
FPERMOHONAN FERIZINAN BERUSAHA FERAGAAN TSL ...

[NAMA UNIT PERAGAAN TEL] ..

1. | DATA PEMILIK/DATA UNIT PERAGAAN

1. | Nama pemilik
2. | Nama unit usaha
3. | Tanggal didirikan
4. | Alamat pemilik/kantord : | Jalan - RT/RW
MNo. Telpon & HP Telp | HF:
Email
Diesa ) Kelurahan -
Hecamatan
Kabupaten/ Kota
Provinsi
3. | Alamat peragaan Jalan - BT /HW
No. Telpon & HP Telp : | HP:
Desaf Kelurahan -
Hecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Il | HELENGEAPAN DOKUMEN PERSYARATAN
HNo Jenis Dokumen Keterangan
a. AKTA Notaris Perusahaan No. Tanggal
b. Mama Notaris
c. Penpesahan AKTA Motaris No. Tanggal
d. Jenis nssha dalam AKTA Notaris
2| a. SK Lembaga Konservasi [Jika Pemohon Mo. 5K
FPH Perngaon mernipakan Lembagao
Konservasi)
b. Nama dan jabatan penerbit SK
c. Maga berlaku lrin Lembags Konservasi | ... tahun, sampai dengan tanggal ©
3.| a. Nomor Pokok Wajib Pajak [NFWP| lio
b. Nama pemegang NFWFP
4. | Momor Induk Berussha MNo. | Tanggal:
KBLI No.
5.| Perizinan Lingkungan Nao. Tanggal:
[EPPL/UKL-UPL/AMDAL)
Penjelasan :
IIl. | RENCANA FELAKSANAAN FERAGAAN TSL
A. | Sarana dan Prasarana Peragaan
|. | Sarana prasarana yang sudsh ada
No. | Jenis Sarana Prasarana Samian | Ukuran Jumlah
1
2.
dst.

Penjelasan :
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2 | Hencana penambahan sarana prasarana tahun ... s/d

Mo, Jenis Sarana Satuan Jumiah /Tahun Total
Prasarana Kesat| Kedua Ertiga | Keempat | Kelima
1
2.
dst.
Penjelasan
B. | Satwa Yang Diperagakan
No | Jenis Satwa Status Janian (ekor] | Beting (ekor| | Total (ekor)
|Delindungd/ Tidak Dilindungt) |F2 . | Fodst | F2_.. | B dst
1
3
Penjelasan
C. | Perolehan dan legalitas asal usul Jenis TSL Yang Diperagakan
No Uraian Nama Dokiimen / Bukti Asal-Usul / Ketetangan
a. | A=al usul Jenis TSL
- Holeksi Lembaga Konservasi
- Penanghkaran
D. | Penandaan
1. | Teknik,/cara
peoandasn
2. | Kode penandaan
3. | Alat yang digunakan
4. | Peleksanaan
penandaan
Penjelasan -

E. | Tata Waktu Peragaan

Mo

Jenis Sat

wa Darasi Kegiatan

Jenis dan Alat Peragaan

Kegiatan

Kegiatan.... Kegiatan..

Penjelasan -

F. | Pakan, Sumber Air, Kualitas Lingkungan, dan Fembuangan Limbah

Satwa Yang Diperagakan Jenis Pakan

Jumlah

Penjelasan :

1. | Sumber nir dan kuslitas lingkungan.

. Asal sumber

air

d. Kualitas linghkungan

- Dianalisa oleh

Dokunjenin

- Dokumen Mo
- Hasil Suhu
Ph
telah ditandatangani secara elekifopiK yang therblt an oleh Balar Sertifikasi Elekironik (BSTE), BSSN




Penjelasan

2. | Sistem pembuangan limbah

Penjelasan

G. | Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja sampai dengan tahumn ... (saat ini) dan rencana penambahan tahumn ..

. 153 tahun kedepan)

Mo.| Jabatan/.Jenis Jumlah Saat Ini [org) Rencana Penambahan (org)] f Tahun
Keahlian 20, | 20,

2

3

4.

3.

dst.

Penjelasan

H. | Eepemilikan/Penanaman Modal

Mo Asal Modal Modal Awal (Rp.)

Penjelasan

I. | Rencana Kegiatan Lainnya Selama 5 (Lima) Tahun Eedepan

J. | Prediksi Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

IV. | PENGESAHAN

| 20..
Diketahui J disahkan oleh : Dibuat oleh :
s Nama Pemilik/Unit Peragaan
Pada Tanggal
MNama : Nama
NIF. : Jabatan
DITETAPKAN DI - JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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Lampiran 16 : Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua tentang
Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya

Alam Papua
Nomor : SK.46/K.4/BIDTEK/HMS.3.4/B/05/2024tanggal 31 Mei 2024

FORMAT RENCANA KARYA PERIZINAN BERUSAHA PEREDARAN DALAM NEGERI/
LUAR NEGERI TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Logo Perusahaan KOP SURAT PERUSAHAAN

PROPOSAL PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA
PEREDARAN DALAM NEGERI/LUAR NEGERI ....... (kelas jenis yang
dimohonkarnh...

S (NAMA PERUSAHAAN) -----

...|Nama Kota}...,...tanggal....bulan...tabun...
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FROPOSAL PERIZINAN BERUSAHA
PEREDARAN DALAM NEGERI/LUAR NEGERL........ (tulis kelns jenizs yang dimohonkan)

DATA PERUSAHAAN

i

Mama pemilik 3

MNama perusahaan

Tangeal pendirian

Alamat penampungan

Momor Telp/HP

1
2
3
4 Alamat kantor 3
a
[a}
7

Email 3

Petunjuk pengisian

« Namao pemnilik, berisi noma pemilik/ direktur perusahaan sesuai dengan akia pendirion

& Noama perusahaan, berisi noma lengkap badan hukum unit usaha pemohon sesuol dengan
akta pendirian

o Tonggal pendinan, disi tanggal pertama koli unit usaho didrikan sesual dengon akba

pendirian
II. | KELENGEAPAN DOKUMEN PERSYARATAN
Mo Jenis Dokumen Keterangan
1 Alkta Notaris Pendirian Nomior
Perusahaan Tanggal

Nama
MNotaris

2 Nomor Induk Berusaha [NIB) Nomor
Tanggal
Kode KBLI

3 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan | Nomor

Pemanfaatan Ruang Tanggal

Penerbit

B Persetujuan Linglkungan Nomor
Tanggal

3 Nomor Polkok Wajib Pajak (NFWP) | Nomor
Tanggal
Nama
Wajib
Pajak

L& Pakta integritas Tanggal

Fenjelasan/ keterangan tambaharn:

lain yang diperlukan di-kolom ini, misalnya’

unit penangkaron goang sah

Fad

Informasi dokumen loinnya yang periu difelaskon

dapat diisi dengan fnformast terfoalf dokumen lain gpang dirmlikt dan atou nformas famdbahoan

1. Nomor, tanggal, dan informass terkait dokumen pernzinan benisaha penangraran jika
sumber spesimen yang dimohonkan adalah hasil penaorgkaran dan pemohon telah memiliki

III. | SARANA DAN PRASARANA

No. | Jenis Samna Prasarana

Satuan

Ukuran

Jumlah

1 Faszilitas minimum penunjang”
2 Fasilitas penampungan/Gudang®
3 Faszilitas minimum kKhusus untuk satwa hidup®

4 Alat/tempat pengolshan imbah®

Fetunjuk pengisian

*| stendar sarana dan priosarana fang dipersyamitkan mengacy pado Peraturaon Menten LHK
tentang Standar Kegiotan Berusaha Perizinan Berbasis Risiko
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. | RENCANA PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR jpilih salah satu)

Reptilia

Mamalia

Amphibia

Aves /Buning

Insekia

Tumbuhan

'HJI:I'-LHJ'-UJNHE

Drat...

Petunfuk pengisian:

Herikan fondo ceklist pada kolom yang disediaokan di atas, don fuliskan detail jenis yang
dimohonkan pada kolom inc

Ea

L

st

(eliskan detatl daftar fenis yarg dimohonkan, nama loim dan noma mdonesia)

V. | STATUS LINDUNGAN

1 Dilindung

2 Tidak dilindungi

Petunfuk pengision
Berikan tonda ceklist pada kolom yang disedickan di ains sesual status indungoan dalam
peraturan erkait doffor jenis tumbuhan dan satiea difing rengt.
ik doftar detarl_jenis yang dimohonkan lebih dard 1 (satu) fenis, iambahkan penjelosan pada
kolom ini sebogal berikut:

l. Dilindungi: ftuliskan detad jenisnya)

2, Tidak difindungi: {fuliskan detail jenismya)

VI. | STATUS APPENDIKS DALAM CITES

1 Appendiks CITES

2 Non Appendiks CITES

Petunfuk pengisian:

Berkan tondo ceklist pada kolom yoang disedickan di afios sesuai stabis dolaom CITES
fAppendiks I, II, aftou [T} atau non Appendiks CITES.
Jika daftar detadl jenis yang dimohonfooan lebth dart 1 (satu) jenis, tombahkan penjelo=zoan pada
kolom ini sebogai bertkut:

1. Appendiks CITES; ftuliskan detol jenizsnyal

2, Non Appendiks CITES: /luliskan detail jenisnya)

Tangkapan alam

¥II. | PEROLEHAN ASAL USUL SPESIMEN YANG AEKAN DIEDAREAN
1
=

Hasil penangkaran/budidaya /transplantasi

3 Luar negeri [Impor)

Petunfuk pengisian

Benkan fondo ceklist padn kolom yoang disedickan di aios sesual asal wsul spesimen gang aioan

diedarkan.

Berikan penjelosan tambahan sebaoai beriknt

1. Jika hasil tangkoapan alom, berikan penjelosan ketersedioan don lokasi

pengambilon/ penaongkepan jenis yang dimohonkan dolam Keputisan Direktur Jenderal

tentang Kuola Pengambilan/ Penangkapan pada tahun benalan, dan jelaskan bentuk

dokrmen legalitas osal wsulnyga (Ezin Pengambilan/ Penangkapon dana tou SATS-DN dan

wilayah latr).

Jika hasil penanglaran/ budidaya transplantasi, beriban penjelasan terkoil it

penangkaran budidaya)/ transplantas! fmilik sendin atow dan wnit penangkar sah lanrga),

sebuthan nomor perizinan berusaha penangkaran jika milik sendir, dan sebuthan dokumen

legalitns asal uswl jika berasal dar pembelion don unit penangkar dan pengedar sah

loinnya (SATS-DIN]

3. Jika hasil impor, berikan penjelasan ferkait legalitas asal wswl dan negaro eksporti don
SATE-LN Impor, danr penjelosan mengenal stabus invasif jenis yang dimohonkan
berdosarkan pada Perafuran yang mengatur terfang Jenis fnvasif

ka

VIII | BENTUK SPESIMEN YANG DIEDARKAN

Hidup {live speciment]

Mat

ol Ll b

Bagian-bagian satwa!

a. | Kulit {skin}

«  Hulit samakan
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« Barang jadi

b. | Bagian-bagian lain dari satwa

+ Daging
« Empedu
« Tanduk

4, Bagian-bagian fumbuhan:

8. | Kayu

b Minyak

c. | Abuk
Peiunfuk pengisian:

Berikan fonda cekilizt pada kelom yang felah disediokan di adas, don informasi loin yang
diperiukon terkait bentuk spesimen dimaksud pada kolom ini

IX. | TEKNIS PELAKSANAAN PENAMPUNGAN

Petunfuk pengision
Berikan perjelasan mengenda eknis peloksanaoan penampungan di lokas) perampurgen, paling
sedikid memuint:
i - Proses kedatongan spesimen dan bokasi penangkapan/ pengambion berdasarkan fzin
Penangkapan/ Pengambian don ofuou dan uilayah [oin berdasarkan SATS-DN,
b, - Penjelasaon mengenal pencatatan mutasi stok spesimen di tempat penampungan dealam
laparan mutoss
o, Perlakuan terhadap spesimen di fempat penampLingan;
d. Prosgs pengolahan lanfuton di tempat penampungan (fika ada pencbahan bentuk);
e. Informasi lninnya yang diperiukan

X. | TEKNIS PELAKSANAAN PENGANGEUTAN

Pelumnfuk pengisian:
Berkan penjelosan mengendal teknis pelaksanadan pengangkutan fperedoron dalom neger),
pualing sedikit memuat;
a.  Fasillitas kandang pengangiutan untik satiwa hidup, sesum prinsip Kesgjohierman saiia;
b, Model/benhik dan teknis pengemasan untuk spesimen dalaom keadoon mahl atau bagian-
hagian himbuhon/ satusa;
. Almt/ moda transportasi yang digloraioen,
d. Pemenuwhan aspek legal dokimen pengangkutan (SATS-DNS LN}

e, Informasi lam yang diperitnkan

XI. | SISTEM PEMBUANGAN LIMBAH

Fetumnjuk pengisiqn

Bernkan pergjelosan mengenal sistemn pembuangan imbah, paling sedikit memuat:
o -Fasilifas pengolafan limbah yang dimelikl;
b, Teknis pengelolaan [imbakh;
e, Informaosi lain yang diperfukan

XIl. | ORGANISAS]I DAN TENAGA KERJA
1 Struktur organisasi perusahaan:

Petunjuk pergisian:
Diisi bagan strukiur organisasi perisahaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



2 Jumlah tenaga ketja yang dimiliki saat ind

No Jabatan /Posisi/Bidang Jumlah
H:I!'EI.]':El
I
2
3
dst

Petunjuk perngisian;

Diisi sesual dengan data tenoga kena pada perisahaan

XII. | INVESTASI DAN PEMEGANG SAHAM

pernisaiaan

1 Investasi : | Rp.
2 Pemegang i 1 W
saham 2 o
3 W
dst %
Petunfuk pengisian:

Diisi dengan milal inuvestost don proporsi kepemilikan saham yang tertera pada akia pendirian

XIV. | PROGRAM PEMEINAAN EONSERVASI JENIS YANG DIEDARKAN

Petunjik pengisian
cemdoeren fime

b, Restocking ke habitat alam;
.  Peningkaton kapasitos Karppausaen;

e Pengembangan wsahio
f.  Informasi oin yong diperiukan

Diisi kegintan rencana kegiatan terkait upaya konserpasi terhodap jenis yang diedorkor,

@ Upaya penangkaran/bedidaya/ ransplontasi

i Partisiposi dolam kegiotan/ peniloiaon sarsey popubosi of alam jenis yang dieda ricoare,

XV. | PENGESAHAN

[tempat], (tanggal] /(bulan)/|tahun)

Diketahui:

Dibuat oleh:

Kepala Balai. .........ccoieee

Perwakilan Perusahaan (rama
penusahaan......

Pada tanggal:

Pada tanggal:

Nama

Nama

NIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Lampiran :  Proposal Permohonan Perizinan Berusaha Peredaran Dalam
Megeri/ Luar Negeri
iivecvnnama perusahaan)

FOTO ATAU GAMBAR-GAMBAR PELAKSANAAN PEREDARAN

Gambar 1

Gambar 2 dst.

PERNYATAAN : | Foto atau gambar tersebut di gtas, benar-benar merupakan
foto atau gambar vang dimiliki dan vang ada di ..fnama
perusghaant. .., apabila tidak benar, maka saya selaku
Direkiur..../noma perusahoan). . bersedia untuk ditontuat
sesual dengan peraturan yang berlaku dan permohonan
perizinan berusaha yvang =ava mohonkan tidak perla
disetujui.
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PETUNJUE PENGISIAN
PROPOSAL PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA PEREDARAN JENIS TSL DALAM
NEGERI/LUAR NEGERI'... [JENIS YANG DIEDARKAN] ...

[UMUM

1. | Cara penulisan

a. Menggumakan kertas ukuran Ad.
b. Menggunakan bahasa indonesia yang scderhana, mudah dimengerti, ringkas,
alkurat, obyektif, sistematile, dan logis.

. Diketik dengan humif jenis Tahoma ukuran 12.

d. Setiap halaman diberikan nomor halaman, menggunakan angka secara berunitan
di bagian kanan bawah halaman.

e Foto atsau gambar-gambar vang mermupekan lampiran dikemas menarik dan
dicetak atau ditempelkan pada kertas ukuran A4,

A

2. | Cover f sampul

Cover/ sampul dibuat dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar jenis-jenis
yvang akan diedarkan dan mencirikan kegiatan unit peredaran.

3. | Judul
Pengisian judul proposal | "PROPOSAL PERMOHOMAN PERIZINAN BERUSAHA
PEREDARAN JENIS TSL DALAM NEGERI/LUAR NEGERI!.. (JENIS YANG
DIEDARKANF cae-ciieas siomanioa inama pengedar]..........~, misalnya :
a. Untuk peredaran yang akan dileksanakan oleh Badan Usaha ditulis ©

PROPOSAL
PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA FEREDARAN REFTIL
PT PHYTON RETICULATUS LESTARIL”

1. |DATA PERUSAHAAN ATAU ORGANISASI PERUSAHAAN

1. Nama unit usaha, berisi nama lengkap badan hukum unit usaha pemohon [diisi
khusus untuk pemohon badan hukum);

2. Nama pemilik, berisi nama pemilik unit peredaran sesuai dengan Kartu Tanda
Penduduk [untuk pemochon perorangan] atau nama pemilik/manager fdirektur
unit usaha sesuai dengan nama yang tertera dalam Akts Notaris (untuk pemohon
badan hukum);

3. Tangeal didirikan, diisi tanggal pertama kali unit usaha didirikan sesuai dengan
akia notarisnya (diisi khusus untuk pemohon badan hulkuml;

4. Alemat penampungan, berisi alamat lengkap tempat dilsksanskannya kegiatan
peredaran, yaitn nama jalan atau RT/RW, nomor telpon dan nomor facimile,

Desa/Keluraehan dan Kecamatan, Kebupaten/Kota, dan Provinsi. [Hanya untuk
sai lokasi penampungan)

II. | KELENGHAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Helengkapan dokumen (fotocopy semus dokumen dilampirkan), berisi dokumen-

dolumen yang menjadi persyvaratan atau kelengkapan permohonan, yvaito:

1. AKTA Notaris Perusahasan, berisi tentang nomor dan tanggal akta, nama notaris,
pengesahan AKTA Notaris dan jenis usaha yang tercantum dalam akta notaris
tersebut

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bulkti registrasi/pendaftaran pelaku usaha
unituk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam
pelaksanaan kegiatan usahanya.

3. Persctujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PEKKPR adalah
dokumen yvang menyatakan kesesusian antara rencans kegiatan pemanfsatan
ruang dengan Hencana Tata Ruang (RTR) selain Réncana Detail Tata rueng.
PEKEPR diperoleh melalui sistem elekitronik melalui Online Single Subsmission
(OES)

4. Nomor Pokok Wajib Pajak [NFWP] atas nama perusahsan ataun pemohon yang
bersanglutan, berisi Nomor Registrasi Kartu NPFWP, NPWFP, Nams Pemegang
NPWP, dan Nama penerbit NPWP.
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Ill. | SARANA DAN PRASARANA

A,

Sarana dan Prasarana Penampungan

Sarana dan prasarana yvang sudsh ada, berisi tentang deskripsi jenis, ukuran dan
jumlah sarana dan prasarana peredaran yvang telah dibangun atau telah ada pada
saat ind.

Jenis sarana dan prasarana, diisi dengan jenis-jenis sarana dan prasarana, yaito :

1. Sarana dan prasarana peredaran, antara lain:

a. Lahan /lokasi penampungan.

b. Kandang/sangksr/kolam PETAIN PLUNEZEN seperti: gedung/ bangunan
penampungan, kandengysanghar/kolam/akuariiom / bak penampungan
spesimen, tempat) mang karanting, inkubator ) mang penectasan, sistem aerasi,
mesin pompa udara, heater, thermometer;

c. Sarana transportasi, seperti ! kendaraan roda 4, kendarsan roda 2, kapal
motor/ specd boatfperahu motor f perahu,

d. Sarana untuk karantina/ kesehatan;

e. Sarana uniuk pegawsi, seperti : mess karyawan, dan mamah karyawan.

f. Sarana keamanan, scperti @ pos =satpam, pos/rumah jaga, dan menara
pengintai.

E. Sarana penerangan perlistrikan, seperti : instalasi listrilke, generator listnk;

h. Sarana dan peralatan selam/peralatan selam dasar;

Sarana perkantoran, antara lain { kantor, computer, filling cabinet, lemari/rak
arsip, meja dan kursi kerja, serta telepon fS5H:

2, Batuan, diisi dengan nama satuan masing-masing sarana dan prasarana

seperti | unit, buah, meter, dan kg.

3. Ukuran, berisi tentang nama ukuran masing-masing jenis sarana dan prasarana
seperti © luas (m?), berat [kg), isi (liter], panjang (m atau kmj;

Jumlah, berisi tentang jumlah/banyvaknyae masing-masing jenis sarana dan

prasarana yang telah ada sampal dengan saat ini.

gl

Rencana penambahan sarana prasarana tahun ... 5/d ... {5 tahun kedepan)

Rencane penambahan sarana dan prasarana pada bagian ini merupakan rencana
pengadaan atan penambahan sarana dan prasarans padsa setiap tahun selama 5
{lima) tahun yvang akan datang, terdiri dari:

d. Jenis sarans dan prasarand, berisi tentang deskripsi jenis sarana dan prasarana
yvang direncanakan akan ditambah setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang akan
datang;

b, Satuan, diizi dengan nama satuan masing-masing jenis sarans dan prasarana
aeperti - unit; dan buah.

C. Jumlaeh/tahun, berisi tentang jumlah/banyaknye masing-masing jenis sarana
dan prasarana vang akan ditambah setiap tahun selama 5 (lima) tahun yvang akan
datang.

d. Total, diisi dengan jumlsh/banyaknya masing-masing jenis sarana dan
prasarans yang akan ditambah selama 5 (lima) tabun yvang akan datang.

RENCANA PEREDARAN JENIS TSL

Rencana Peredaran tumbuhan den satwa liar berisi tentang jenis —jenis tumbuhan

dan satwa liar yang akan diperdaganghkan sesuai dengan kuota yang diterbitkan oleh

Dirjen KSDAE setiap tahun

4. Catatan : Beri tanda | v | untuk jenis tumbuhan dan satwa liar yvang akan
diedarkan.

STATUS APPENDIKS DALAM CITES

Status dalam CITES berisi tentang katagori jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar
vang akan diperdagangkan termasuk dalam CITES atau non appendiks CITES dan
berikan penjeleasannyva apabila termasuk dalam CITES Appendiks [LIT atau II1.
Catatan : Beri tanda [ ¥ ) untuk status spesimen dalam CITES.

PEROLEHAN DAN LEGALITAS ASAL-USUL SPESIMEN YANG AHAN DIEDARKAN

Perolehan dan legalitas asal usul spesimen yang aken diedarkan berisi tentang
specimen yang direncanakan akan diperdaganghan vang berasal antara lain berasal
dari tangkapan alam sesuai kuota vang diterbitkan setiap tehun beserta penjelasan

rencana lokasi daerah tangkapannya dan atau berasal dari hasil penanghkaran atau
berasal dar luar negeri.

Catatan : Beri tanda | ¥ )| untuk rencana perolehan asal-usil spesimen yvang akan
diedarkan.
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VII | BENTUK SPESIMEN YANG AKAN DIEDARKAN

Bentuk spesimen yang akan dicdarkan berisi tentang keterangan bentuk satwa liar
yvang akan diedarkan baik berupa specimen hidup, mati, bagian-bagian satwa seperti
kulit samakan, barang jadi atau bagian satwa lainnyva seperti daging, empedu,
tanduk: Sedanghan untuk tumbuhan dapat berupa kayu, minyak atau abuk.
Catatan : Berd tanda [ % | untuk rencana spesimen yvang akan diedarkan.

VIl [TEENIS PELAKSANAAN PENAMPUNGAN.

Teknis pelaksanaan Penampungan berisi tentang metode atau teta cara
penanganan fpemeliharaan  tumbuhan dan satwa liar ditempat penampungsan

IX |TEENIS PELAKSANAAN PENGANGEUTAN

Teknis pelaksanaan Penganghkutan berisi tentang metode atau tata cara penanganan
tumbuhan dan satwa liar pengangkutan pads waktu pengambilan sampai dengan
penanghutan ternmasuk pengepakan sesuail dengan standar dan ketentuan yang
berlaki.

X |SISTEM PEMEUANGAN LIMBAH.

Sistem pembuangan limbah, berisi tentang cara atau sistem pembuangan limbah
dari hkegiatan peredaran yang dilaksanakan termasul sarana  pengolahan
limbah /pembuangan limbah seperti tempat sampah, kolam,/ bak penampungan

XI | ORGANISASI DAN TENAGA KERJA

1. | Organisasi berisi tentang struktur organisasi perusahaan antara lain: pemilik,
komisaris, direktur, tenaga administrasi dan lain-lainnya.

2. |Jumlah tenaga kerja sampai dengan saal ind (tahun ....) dan rencana penambahan
tabhun ... s/d ... [3 [lima) tahun yang skan datang)

Bersi tentang data tenaga kerja vang ada sampal dengan saat ini dan rencana

penambahan setiap tahun selama 5 [lima] tahun kedepan, terdird dar data :

l.Jabatan/jenis keahlian tenaga kera, diisi dengan nama jabatan atau keahlian
masing-masing tenaga kerja vang bekerja /dipekerjakan di peredaran;

2. Jumlsh saat ini, diisi dengan jumlsh tenaga kerja yang ada pada saat ini sesuai
dengan mnama jabatan atau heahlian masing-masing tenaga kerja yang
bekerja/dipekerjakan di peredaramn;

3. Rencana penambahan, diisi dengan rencans penambahan tenaga kerja setiap
tahun selama 5 [lima) tahun vang akan datang scsuai dengan masing-masing jenis
keahliannya.

XII [ INVESTASI DAN PEMEGANG SAHAM

Investasi dan pemegang saham, berisi tentang banyaknya modal yang dimiliki oleh
pemohon yvang merupakan mumi modal delam negeri (tidak sdanyva penambahan
modal asing] yang di tanamian untuk melaksanakan peredaran, serta porsentase
saham yvang ditanamkan.

XIIl| PROGRAM PEMBINAAN KONSERVASI JENIS

Program Pembinaan konservasi jenis yang akan diedarkan berisi tentang program
konservasi yvang akan dilaksanakan acperti kegiatan penangkaran budidaya,
peningkatan kapasitas karyawan, partisipasi dalam kegiatan penilaian fsurvei
populasi di alam jenis yang dicdarkan dan pengembangan usaha.

XIV | PENGESAHAN

Pengesahan, berisi uraian tentang :

1. Tempat dan tanggal dibuatnya proposal;

2. Nama perusahaan dan jabatan (untuk pemohon badan hukum), serta tanda
tangan pemohon perizrinan berusaha peredaran jenia TSL

3. MNama, jabatan, Nomor Induk Pegawsai (NIFj dan tanda tangan Kepala UPT
KSDA.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 31 Mei 2024

KEPALA BALAI BESAR,

ATANASIUS GUNTARA MARTANA
NIP 19721002 199903 1 001
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